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ABSTRAK 

 “Peranan Indonesia dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa atas Klaim 

Beberapa Negara ASEAN dan Cina Terhadap Kepulauan Spratly di Laut 

Cina Selatan” karya La Ode Hendra (B 111 06 060) di bawah bimbingan 

Syamsuddin Muhammad Noor dan Birkah Latif 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya klaim 

sepihak antara beberapa Negara ASEAN dan Cina terhadap Kepulauan Spratly di 

Laut Cina selatan. Serta upaya-upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam 

menyelesaikan sengketa tersebut. 

Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui Penelitian 

kepustakaan yang relevan, yaitu literatur, dokumen-dokumen, instrumen hukum 

internasional dan dipadukan dengan data terbaru melalui penelusuran internet 

terkait masalah tersebut yang kemudian dijadikan bahan untuk membuat tulisan 

ini. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa masing-masing negara yang 

terlibat dalam sengketa ini memiliki dasar klaim, baik secara historis maupun 

secara hukum internasional serta adanya peluang Indonesia untuk menyelesaikan 

sengketa ini dengan menggunakan dua alternatif pendekatan penyelesaian 

sengketa yang tertuang dalam Piagam PBB maupun Piagam ASEAN   

ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara,  merupakan wadah 

pemersatu bagi negara-negara anggotanya yang wajib dijaga semangat-semangat 

kebersamaan untuk menciptakan stabilitas dan kedamaian kawasan Asia Tenggara  

sebagaimana tujuan awal mula organisasi regional ini didirikan. 
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ABSTRACT 

 “Indonesian role in effort to finish the lawsuit on several claims 

ASEAN countries and China to Spratly archipelago in The South China Sea” 

by La Ode Hendra (B 111 06 060) under guidance of Syamsuddin 

Muhammad Nur and Birkah Latif. 

 This research is aim to know background of emerge unilateral claims 

between several ASEAN countries and China to Spratly archipelago in The South 

China Sea and efforts which can be Indonesia do to finish the lawsuit. 

 This research was done at the library of Faculty of law Hasanuddin 

University, the writer used collecting data method through literature research 

which relevant such as literature, documents, international law instrument and 

combined with new data through internet searching related with the problem and 

then to be material to make this thesis. Based on analysis result concluded that 

every country which engage in this lawsuit having base claims by on historical or 

by international law and there is an opportunity for Indonesia to finish this lawsuit 

by using two alternative approach lawsuit arrangement which poured forth in 

United Nations charter and ASEAN charter. 

 ASEAN as regional organization in South East Asia is unifier container for 

his nations member which keep togetherness spirited to make stabilities and 

peaceful in South East Asia region as the first purpose this regional organization 

build.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Tak ada sesuatu yang tercipta di dunia ini dan tak memiliki makna. Tiap 

partikel dalam alam semesta ini, telah tercipta untuk suatu tujuan. Mereka saling 

jalin-menjalin membentuk suatu kompilasi makna. Bahkan sebuah titik yang 

dipercikan oleh kuas pelukis, memiliki makna besar bagi keseluruhan hasil 

goresannya. Sama halnya ketika kita melihat hubungan-hubungan yang terjalin 

oleh setiap negara di dunia ini, akan selalu memiliki imbas yang positif berupa 

kemajuan suatu negara, dan dampak negatif yang berpotensi melahirkan sengketa 

atau konflik antar negara. 

Dalam hal sengketa atau konflik, sejarah telah mencatat begitu banyak 

penderitaan dan kesengsaraan yang timbul olehnya. Konflik yang terjadi 

diakibatkan oleh adanya kepentingan-kepentingan suatu negara, seperti 

kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan 

sehingga dari hal tersebut tidak jarang menimbulkan perang dan penjajahan. 

Sejarah telah mencatat begitu banyak korban yang diakibatkan  perang dan 

penjajahan dimana aktor-aktor dari peperangan dan penjajahan didominasi oleh 

negara-negara di benua Eropa dan Amerika. Pada tahun 1914 di daratan Eropa 

pecah Perang Dunia I atau Great War yang ditandai dengan terbunuhnya 

Pangeran Franz Ferdinand dari Austria oleh kelompok teroris Serbia, Gavrilo 

Princip di Sarajevo. Selain itu, yang menyebabkan pecahnya  Great War  ini juga 
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dilatarbelakangi oleh persaingan yang terjadi antara negara-negara di Eropa untuk 

berebut daerah  jajahan sebagai sumber bahan baku, penanaman modal dan daerah 

pemasaran serta munculnya persekutuan/blok persaingan politik antar negara-

negara Eropa seperti Triple Alliance (Jerman, Austria, dan Italia) dan Triple 

Entente (Inggris, Perancis, dan Uni Soviet). Perang yang berlangsung selama 4 

tahun inipun berakhir dengan menelan jutaan korban dan pertempuran yang paling 

banyak memakan korban adalah pertempuran yang terjadi selama seratus hari atau 

yang lebih dikenal dengan Pertempuran 100 hari yang memakan korban hampir 2 

juta jiwa1. 

  Kesengsaraan yang diakibatkan Perang Dunia I ternyata tidak mengakhiri 

konflik  atau peperangan. Bahkan pada tahun 1939 kembali pecah perang dunia 

jilid II yang diawali oleh invasi Jerman ke Polandia dan diakhiri oleh 

menyerahnya Jepang terhadap Amerika Serikat pada tanggal 14 Agustus 1945 

setelah dua pulau di Negeri Sakura, Jepang yakni, Hiroshima dan Nagasaki di 

Bom Atom oleh Amerika Serikat.  

Dalam kurun satu dekade belakangan ini terdapat begitu banyak 

permasalahan yang serupa dengan kejadian atau peristiwa seperti perang dunia. 

Namun dalam perspektif lebih modern dengan memanfaatkan politik internasional 

dengan motif kepentingan-kepentingan tertentu. Sebagai contoh, Amerika Serikat 

yang menginvasi Irak pada tahun 2003, dimana Irak diduga memiliki senjata 

pemusnah massal, dan Saddam Husein yang menjadi Presiden Irak kala itu juga 

dituding oleh Amerika Serikat telah melakukan pembunuhan massal atau genosida 

                                                           
1 http://www.slideshare.net/NabilaArifannisa/perang-dunia-i-dan-perang-dunia-ii. diakses pada 

tanggal 30 Desember 2011 

http://www.slideshare.net/NabilaArifannisa/perang-dunia-i-dan-perang-dunia-ii
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terhadap sebagian besar etnis minoritas kurdi dalam kurun waktu 1987-1988 

semenjak masih menjabat sebagai presiden. 

 Israel-pun demikian, negara yang  baru mengikrarkan dirinya sebagai 

Negara berdaulat pada tahun 1948 ini juga melakukan manuver politik yang 

sangat menyita perhatian masyarakat dunia dalam kurun waktu 5 dekade 

belakangan ini, dimana Israel dengan tanpa hak memasuki wilayah Palestina dan 

mengusir sebagian besar penduduknya untuk kemudian dijadikan pemukiman 

yahudi. 

Fenomena-fenomena seperti ini sangat dimungkinkan akan banyak terjadi 

di masa mendatang yang diakibatkan semakin kompleksnya permasalahan dari 

setiap negara, termasuk di kawasan ASEAN.  ASEAN yang merupakan organisasi 

regional yang terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berdiri 

pada 8 Agustus 1967, di tengah situasi regional dan internasional yang sedang 

berubah. Pada awal pembentukannya ASEAN hanya terdiri dari lima negara yaitu 

Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Philipina. Walaupun masing-

masing negara anggota berbeda satu sama lain dalam hal, bahasa, budaya, agama, 

geografi, suku dan pengalaman sejarah, hubungan antar anggota secara bertahap 

menumbuhkan rasa kebersamaan. Jika ditilik lebih jauh, awal terbentuknya 

ASEAN tidaklah semulus yang direncanakan, karena pada awal pembentukannya 

yang  dimulai sejak tahun 1961 dengan dibentuknya Association of Southeast Asia 

(ASA), yang mana merupakan organisasi pertama yang dibentuk oleh seluruh 

negara Asia Tenggara tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Sebelumnya, pada 

tanggal 8 September 1954 telah dibentuk Organisasi regional SEATO (Southeast 
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Asia Treaty Organization) yang merupakan upaya dari Amerika untuk 

membendung pengaruh komunis di Asia. Harapan Amerika untuk membendung 

laju perkembangan komunis di Asia melalui SEATO tidak berjalan lama, 

sehingga pada tanggal 30 Juni 1977 SEATO dibubarkan, karena dianggap tidak 

efektif. 

Dari rentetan sejarah panjang terbentuknya ASEAN tersebut, salah satu 

persoalan atau permasalahan yang paling sering terjadi hingga sekarang, yakni 

masalah perbatasan. Permasalahan tersebut tidak jarang memicu terjadinya 

konflik antar negara ASEAN. Termasuk Indonesia yang mempunyai persoalan 

dengan perbatasan, terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut 

dengan negara-negara tetangga.  

Faktor-faktor yang dapat menyulut persengketaan antar negara dapat 

berupa ketidaksepahaman mengenai garis perbatasan antar negara yang banyak 

yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan, peningkatan 

persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang ada di 

kawasan ini maupun dari luar kawasan, ataupun juga eskalasi aksi terorisme lintas 

negara dan gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalahpahaman 

antar negara bertetangga. 

Salah satu sengketa yang pernah terjadi yang hingga saat ini belum 

terselesaikan adalah permasalahan atau sengketa terhadap kepulauan Spratly. 

Sengketa ini bermula pada bulan April tahun 1988 terjadi ketegangan di 

Kepulauan Spratly antara Vietnam dengan Cina. Dua puluh kapal perang Cina 

yang sedang berlayar di Laut Cina Selatan mencegat Angkatan Laut Vietnam 
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sehingga terjadi bentrokan. Bentrokan antara Cina dan Vietnam ini terjadi di 

Karang Johnson Selatan di Kepulauan Spratly pada 14 Maret 1988 yang 

mengakibatkan hilangnya 74 tentara Vietnam. Peristiwa ini dikenal sebagai 

peristiwa 14 Maret 1988
2
. 

Pertikaian di kepulauan tersebut sebenarnya sudah berlangsung lama dan 

aktor yang berperan di dalamnya tidak hanya Vietnam dan Cina, tetapi juga 

melibatkan dua negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia dan Filipina, serta 

Taiwan. Penyebab yang mendasari sengketa di Laut Cina Selatan dapat dilacak 

kembali ke klaim historik yang beranekaragam, konsiderasi ekonomi, serta 

pertimbangan geostrategis negara-negara yang terlibat. Zona Ekonomi Eksklusif 

(ZEE) dari hampir semua negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan saling 

tumpang tindih, sehingga menimbulkan masalah penentuan batas. Pemilikan 

sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan memperbesar permasalahan ini 

sehingga menimbulkan ketegangan tentang hak atas laut teritorial atau Landas 

Kontinen
3
. 

Kepulauan Spratly adalah sebuah gugusan pulau-pulau kecil dan pulau-

pulau karang kira-kira jumlahnya sebanyak 600-an dan 100-an diantaranya kerap 

tertutup permukaan air laut jika sedang pasang. Kepulauan Spratly, bila dilihat 

dalam tata lautan internasional merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis, dan 

strategis. Kawasan kepulauan ini menjadi sangat penting karena kondisi potensi 

geografisnya maupun potensi sumber daya alam yang dimilikinya, seperti minyak, 

                                                           
2 http://jurnal-politik.blogspot.com/2009/01/konflik-kepulauan-separatly.html. diakses pada 

tanggal 23 Desember 2012 
3 CPF. Luhulima. 1997. ASEAN Menuju Postur Baru. Jakarta: CSIS. Hlm. 286-287. 

http://jurnal-politik.blogspot.com/2009/01/konflik-kepulauan-separatly.html
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gas, dan bahan tambang lainnya. Ini berarti mendapatkan kepulauan tersebut 

sudah dapat diperkirakan akan mengurangi ketergantungan minyak dari negara-

negara kawasan Teluk. Perkiraan cadangan minyak di Kepulauan Spratly 

mencapai sekitar 10 milyar ton. Apabila Cina tidak dapat menemukan sumber 

minyak di daratan, maka Cina harus mengimpor sekitar 100 juta ton minyak pada 

tahun 2010. Selain itu, kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran, kapal 

perdagangan internasional, dan komunikasi internanasional (jalur lintas laut 

perdagangan internasional), sehingga menjadikan kawasan itu mengandung 

potensi konflik sekaligus potensi kerjasama. 

Berdasarkan peta klaim yang dikeluarkan masing-masing negara yang 

terlibat, nama kepulauan Spartly akan berbeda-beda. Seperti Filipina 

menyebutnya dengan Kalayaan (tanah kebebasan),Vietnam menyebutnya dengan 

Dao Truong Sa, sedangkan Cina menyebutnya dengan Nansha Qundao. Perbedaan 

nama tersebut dimaksudkan agar kepulauan tersebut diklaim sebagai milik negara 

yang memberikan nama. Namun, nama internasional yang lazim diberikan kepada 

gugusan pulau itu ialah Spratly. Kepulauan Spratly tersebut terdapat di sebelah 

Utara Sabah lebih condong ke arah barat laut dan di sebelah barat daya Filipina
4
. 

 

 

 

 

                                                           
4 Soetandyo Wignjosoebroto (peny). 1992. Asia Tenggara Pasca Kamboja Antisipasi 

Indonesia. Jakarta-Surabaya: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Universitas 

Airlangga. Hlm. 142. 
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Indonesia sebagai salah satu negara yang menentang keras segala tindak 

penjajahan dimuka bumi ini, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI)
5
 alinea 1 yang 

berbunyi : 

―Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh 

sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai 

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan‖ 

 

Sebagai salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam ASEAN. Kiprah Indonesia 

sebagai salah negara pendiri ASEAN kini makin terlihat. ASEAN sebagai 

organisasi kawasan di Asia Tenggara tentunya memberikan pengaruh terhadap 

Indonesia. Oleh karena itu, ASEAN menjadi lingkaran konsentris pertama dalam 

Politik Luar Negeri Indonesia dan sekaligus menjadi soko guru dari Politik Luar 

Negeri Indonesia. Meskipun terjadi perubahan kepemimpinan di Indonesia namun 

ASEAN tetap menjadi prioritas utama dalam Politik Luar Negeri Indonesia.  

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan ASEAN yang cukup 

aktif terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan berskala internasional, termasuk 

terlibat aktif dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di dunia. Olehnya 

itu, Indonesia sering dijadikan panutan dalam hal menyelesaikan konflik. 

                                                           
5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD NRI 1945, 

adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat 

ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 

1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 

Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali 

memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 

1959.Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), 

yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia 

 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_dasar_tertulis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/PPKI
http://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
http://id.wikipedia.org/wiki/27_Desember
http://id.wikipedia.org/wiki/1949
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstitusi_Sementara_Republik_Indonesia_Serikat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1950
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Dekrit_Presiden_1959
http://id.wikipedia.org/wiki/5_Juli
http://id.wikipedia.org/wiki/1959
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
http://id.wikipedia.org/wiki/22_Juli
http://id.wikipedia.org/wiki/1959
http://id.wikipedia.org/wiki/1999
http://id.wikipedia.org/wiki/2002
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Ditambah dengan terpilihnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2011 lalu, 

merupakan sebuah angin segar dan tentunya tantangan besar untuk Indonesia guna 

menghadirkan sebuah harapan lebih untuk kemudian dapat memecahkan masalah-

masalah yang terjadi di kawasan ASEAN yang semakin kompleks, terutama 

menyangkut masalah sengketa perbatasan.    

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisis permasalahan tentang sengketa atas klaim dari Negara- Negara 

beserta peranan Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam 

sebuah karya ilmiah/skripsi yang berjudul ―Peranan Indonesia dalam Upaya 

Menyelesaikan Sengketa atas Klaim beberapa Negara  ASEAN dan Cina 

Terhadap Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang meluas, maka penulis 

membatasi kajiannya dengan dua rumusan masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana latar belakang munculnya klaim sepihak antara beberapa 

negara ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunai Darussalam) 

dan Cina terhadap Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan? 

2. Upaya-upaya apa sajakah yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam 

menyelesaikan sengketa atas klaim beberapa Negara ASEAN dan Cina 

terhadap kepulauan Spratly? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini yaitu; 

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang melatar-belakangi munculnya 

klaim sepihak antara beberapa Negara ASEAN (Vietnam, Filipina, 

Malaysia dan Brunei Darussalam) dan Cina terhadap Kepulauan Spratly 

di Laut Cina Selatan? 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya saja yang dapat dilakukan oleh 

Indonesia dalam menyelesaikan sengketa atas klaim beberapa Negara 

ASEAN dan Cina terhadap kepulauan Spratly? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagaimana mestinya, 

seperti ; 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan substansi ilmu hukum, khususnya 

di dalam bidang hukum internasional. Dengan penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran baru bagi 

kalangan akademis dan para pembaca pada umumnya terkait dengan 

sengketa yang terjadi atas klaim sepihak dari negara-negara tertentu 

terhadap objek-objek tertentu, seperti klaim atas suatu pulau atau 

batas teritorial dengan negara-negara tetangganya. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

kalangan praktisi hukum internasional baik para pengajar atau dosen 

maupun mahasiswa hukum yang berkosentrasi di hukum 

internasional sehingga dapat menjadi informasi dan referensi untuk 

mengetahui lebih dalam sengketa-sengketa terhadap klaim sepihak 

negara-negara terhadap objek sengketa tertentu serta bagaimana 

upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk  memecahkan 

permasalahan yang serupa kelak. Selain itu, juga diharapkan menjadi 

informasi penting bagi Pemerintah Republik Indonesia, khususnya 

untuk Kementerian Luar Negeri Indonesia agar segera 

menyelesaikan permasalahan ini untuk tidak menimbulkan dampak 

negatif yang lebih besar di masa mendatang, serta dengan ini dapat 

meningkatkan citra Indonesia di mata Internasional.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Sengketa Internasional 

Sengketa internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif 

merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Sengketa internasional juga tidak 

hanya eksklusif menyangkut hubungan antar negara saja, tetapi karena subyek-

subyek internasional mengalami perluasan pengertian sedemikian rupa, sehingga 

melibatkan aktor non negara
6
 

Jika ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat 

didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, 

hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain atau adanya 

ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta atau konflik 

mengenai penafsiran atau kepentingan antara dua bangsa yang berbeda
7
. 

Huala Adolf, dalam bukunya yang berjudul ―Hukum Penyelesaian 

Sengketa Internasional‖ menjelaskan bahwa Mahkamah Internasional 

(International Court of Justice) berpendapat bahwa sengketa internasional adalah 

suatu situasi di mana dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan 

                                                           
6 Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional. http://deviapriyanti158.blogspot.com/ 

diakses  pada tanggal  22 Desember 2012 
7 http://pirhot-nababan.blogspot.com/2007/07/tinjauan-umum-penyelesaian-sengketa.html 

 

 

 

http://deviapriyanti158.blogspot.com/
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mengenai dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang 

terdapat dalam perjanjian.  

Dalam Case Concerning East Timor (Portugal dan Australia), Mahkamah 

Internasional (ICJ) menetapkan 4 kriteria sengketa yaitu
8
: 

1. Didasarkan pada kriteria-kriteria objektif. Maksudnya adalah dengan melihat 

fakta-fakta yang ada. Contoh: Kasus penyerbuan Amerika Serikat dan Inggris 

ke Irak 

2. Tidak didasarkan pada argumentasi salah satu pihak. Contoh: USA vs. Iran 

1979 (Iran case). Dalam kasus ini Mahkamah Internasional dalam 

mengambil putusan tidak hanya berdasarkan argumentasi dari Amerika 

Serikat, tetapi juga Iran. 

3. Penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak 

tentang adanya sengketa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak 

ada sengketa. Contoh: Case Concerning the Nothern Cameroons 1967 

(Cameroons vs. United Kingdom). Dalam kasus ini Inggris menyatakan 

bahwa tidak ada sengketa antara Inggris dan Kamerun, bahkan Inggris 

mengatakan bahwa sengketa tersebut terjadi antara Kamerun dan PBB. Dari 

kasus antara Inggris dan Kamerun ini dapat disimpulkan bahwa bukan para 

pihak yang bersengketa yang memutuskan ada tidaknya sengketa, tetapi 

harus diselesaikan/diputuskan oleh pihak ketiga. 

                                                           
8 http://khafidsociality.blogspot.com/2011/04/peranan-hukum-internasional-dalam.html. Diakses 

pada tanggal 22 November 2012 

 

http://khafidsociality.blogspot.com/2011/04/peranan-hukum-internasional-dalam.html
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4. Adanya sikap yang saling bertentangan/berlawanan dari kedua belah pihak 

yang bersengketa. Contoh: Case Concerning the Applicability of the 

Obligation to Arbitrate under section 21 of the United Nations Headquarters 

agreement of 26 June 1947. 

Secara sederhana sengketa internasional adalah sengketa yang melibatkan 

subyek-subyek hukum internasional. Subyek-subyek hukum internasional 

berdasarkan berbagai konvensi internasional antara lain
9
:  

1. Negara; 

2. Tahta Suci Vatikan. 

3. Organisasi Internasional; 

4. Palang Merah Internasional; 

5. Kelompok Pemberontak; 

6. Perusahaan Multinasional; 

7. Individu; 

Istilah ―sengketa-sengketa internasional‖ (International Disputes) 

mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara negara-negara, melainkan juga 

kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni 

beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-

individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain
10

. 

  

                                                           
9
 Huala Adolf, 2006,  Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Bandung, hlm 3 

10 J.G Starke, 2003, Pengantar Hukum Internasional edisi Kesepuluh jilid 2 Cetakan Keempat , 

Sinar Grafika, Jakarta, hlm.645 
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Dalam literatur-literatur yang membahas masalah sengketa internasional, 

secara garis besarnya sengketa internasional memiliki karakteristik sebagai 

berikut
11

 : 

1. Sengketa internasional yang melibatkan subjek hukum internasional (a 

Direct International Disputes), Contoh: Toonen vs. Australia. Toonen 

menggugat Australia ke Komisi Tinggi HAM PBB karena telah 

mengeluarkan peraturan yang sangat diskriminasi terhadap kaum Gay dan 

Lesbian. Dan menurut Toonen pemerintah Australia telah melanggar Pasal 

2 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 26 ICCPR. Dalam kasus ini Komisi Tinggi 

HAM menetapkan bahwa pemerintah Australia telah melanggar Pasal 17 

ICCPR dan untuk itu pemerintah Australia dalam waktu 90 hari diminta 

mengambil tindakan untuk segera mencabut peraturan tersebut. 

2. Sengketa yang pada awalnya bukan sengketa internasional, tapi karena 

sifat dari kasus itu menjadikan sengketa itu sengketa internasional (an 

Indirect International Disputes). Suatu perisitiwa atau keadaan yang bisa 

menyebabkan suatu sengketa bisa menjadi sengketa internasional adalah 

adanya kerugian yang diderita secara langsung oleh WNA yang dilakukan 

pemerintah setempat. Contoh: kasus penembakan WN Amerika Serikat di 

Freeport. 

 

                                                           
11 http://gracetien.blogspot.com/2010/03/prosedur-penyelesaian-sengketa.html. Diakses pada 

tanggal 10 November 2012 

 

http://gracetien.blogspot.com/2010/03/prosedur-penyelesaian-sengketa.html
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Sedangkan yang menjadi Penyebab terjadinya sengketa internasional 

adalah sebagai berikut
12

 : 

1. Pelanggaran terhadap hukum internasional 

2. Salah satu negara dengan sengaja melanggar hak atau kepentingan 

negara lain 

3. Perbedaan kepentingan juga sering memicu terjadinya sengketa 

internasional 

4. Sengketa internasional dapat terjadi karena salah satu pihak tidak 

melaksanakan kewajibannya dan/atau adanya perbedaan tafsir di dalam 

perjanjian-perjanjian yang telah di sepakati oleh para pihak 

5. Terjadinya perebutan sumber-sumber dan pengaruh ekonomi 

6. Adanya intervensi terhadap kedaulatan suatu negara tertentu 

7. Menghina harga diri suatu bangsa 

8. Ketidaksamaan cara pandang terhadap garis perbatasan wilayah 

antarnegara yang belum dituntaskan melalui mekanisme perundingan 

9. Adanya peningkatan persenjataan serta eskalasi militer suatu negara  

10. Kesalahpahaman antarnegara yang bertetangga karena adanya eskalasi 

aksi terorisme lintas negara serta gerakan separatisme. 

 

 

 

 

                                                           
12 http://www.anneahira.com/sengketa-internasional.htm Diakses pada tanggal 12 Oktober 2012 

 

http://www.anneahira.com/sengketa-internasional.htm
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B. Sejarah dan Perkembangan ASEAN 

1. Tinjauan Umum ASEAN 

ASEAN
13

 (Association of South East Asian Nations) atau yang juga 

dikenal dengan istilah Perhimpunan Negara-Nergara Asia Tenggara merupakan 

suatu organisasi yang berbasis kawasan yang memiliki sejarah yang menarik. 

ASEAN yang lahir, tumbuh, dan berkembang seirama dengan tuntutan sejarah. 

Latar belakang kesamaan nasib pada zaman penjajahan mempererat kedekatan 

geografis yang pada awalnya hanya menimbulkan perpecahan di antara sesama 

negara-negara Asia Tenggara. 

Secara historis, seluruh rakyat dan bangsa-bangsa di Asia Tenggara 

(kecuali Thailand) selama sekitar setengah abad mengalami penderitaan yang 

sama sebagai anak jajahan bangsa barat. Imperialisme Inggris menguasai 

Malaysia (1814), Singapura (1849), Burma (1894), dan Kalimantan Utara (1880). 

Imperialisme Perancis menguasai Indocina sejak tahun 1896, Spanyol menguasai 

Filipina sampai tahun 1898, dan dijajah lagi oleh Amerika Serikat. Indonesia 

dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1908, dan 

dilanjutkan dengan penjajahan Jepang sampai pada tahun  1945. 

 Selain faktor kesamaan nasib dan kedekatan geografis, kawasan Asia 

Tenggara secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis. Kondisi 

tersebut menyebabkan kawasan ini menjadi ajang persaingan pengaruh kekuatan 

                                                           
13 ASEAN : Nama perhimpunan ASEAN diusulkan oleh Adam Malik setelah usul sebelumnya 

dengan nama ―Southeast Asian Association for Regional Cooperation - SEAARC‖ ditolak oleh 

sidang. (Mutamminul, Op. Cit, hlm. 49 yang mengutip ASEAN dalam Berita, Harapan, dan 

Kenyataan, 1967-1977, CSIS, Jakarta, Agustus 1978, hlm. 6). 
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pada era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Salah satu bukti 

persaingan antarnegara adidaya dan kekuatan besar pada waktu itu adalah Perang 

Vietnam  antara Vietnam Utara yang didukung kekuatan komunis dan Vietnam 

Selatan yang didukung kekuatan barat pimpinan Amerika Serikat. Persaingan dua 

blok tersebut menyeret negara-negara di kawasan ASEAN menjadi basis kekuatan 

militer Blok Komunis dan Blok Barat. Blok Komunis di bawah komando Uni 

Soviet menempatkan pangkalan militernya di Vietnam, sedangkan Blok Barat di 

bawah komando Amerika Serikat menempatkan pangkalan militernya di Filipina. 

Selain itu, juga terjadi konflik militer di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan 

tiga negara, yaitu Laos, Kamboja, dan Vietnam. Konflik Bilateral, seperti konflik 

Indonesia dan Malaysia, Kamboja dan Vietnam, dan konflik internal, seperti di 

Kamboja, Thailand, dan Indonesia.  

 Situasi persaingan pengaruh ideologi dan kekuatan militer yang dapat 

menyeret negara-negara di kawasan Asia Tenggara ke dalam konflik bersenjata 

yang menghancurkan itu membuat para pemimpin negara-negara di kawasan 

ASEAN sadar bahwa perlu ada suatu kerjasama yang dapat meredakan sikap 

saling curiga diantara negara anggota serta untuk mendorong usaha pembangunan 

bersama di kawasan. 

Latar belakang ideologi dan sosial-budaya yang berbeda dari negara-

negara Asia Tenggara merupakan tantangan terberat untuk meminimalisir gesekan 

antar satu negara dengan yang lainnya. Apalagi wilayah Asia Tenggara dapat 

dikatakan sebagai salah satu kawasan yang kaya akan keberagaman itu, yang tentu 
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saja berpotensi menjadi penyebab terjadinya diskoneksi dalam upaya menjalin 

suatu komitmen kerja sama. 

Adanya dinamika kondisi perpolitikan yang masih belum stabil 

sepenuhnya di beberapa negara Asia Tenggara, menyebabkan organisasi yang 

sebelumnya telah dibentuk, justru menjadi sebuah kendaraan hegemoni terutama 

dalam hal ideologi bagi negara besar yang secara kapabilitas memiliki 

kemampuan tersebut. Dalam hal ini, perang negara bipolar yang masing-masing 

ingin memperluas hegemoninya secara global. 

Apa yang terjadi kemudian adalah ketika komunis menyebarkan 

pengaruhnya, Amerika melakukan upaya antisipisasi pengaruh tersebut dengan 

mendirikan organisasi SEATO (South East Asia Treaty Organization) di Asia 

Tenggara, sebagai bentuk counter terhadap kekhawatiran pengaruh penyebaran 

komunis di kawasan itu. Sehingga dengan adanya pendirian organisasi SEATO 

ini, sangatlah potensial dan mudah untuk ditunggangi kepentingan pihak asing, 

karena pendirian organisasi ini lebih merupakan prakarsa dari luar kawasan Asia 

Tenggara.
14

 

Di sisi lain, kehadiran organisasi regional Asia Tenggara sendiri atas dasar 

prakarsa penuh dari negara-negara Asia Tenggara sendiri sebenarnya dibentuk 

pertama kali dengan nama The Association of South East Asia (ASA) pada tahun 

1961
15

, dimana pada waktu itu negara anggotanya baru terdiri atas Malaysia, 

Philipina, dan Thailand. Namun organisasi ini pun pada akhirnya kemudian 

mengalami perpecahan, akibat konflik yang timbul antara Malaysia dan Philipina 

atas status daerah Sabah yang diklaim sebagai daerah Philipina. Konflik ini pun 

                                                           
14 Dr. Bambang Cipto, MA. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. Hlm.12. 
15 Juwono, Sudarsono, dkk. 1996. Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan 

Masa Depan. Jakarta: Pustaka Jaya. Hlm.257 
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berimbas dalam mendorong terbentuknya MAPHILINDO (Malaysia, Philipina, 

Indonesia) yang ternyata dalam perjalannya pun tidak mampu bertahan lama, 

karena Indonesia menentang obsesi Malaysia untuk membentuk Federasi 

Malaysia
16

. 

Untuk mewujudkan gagasan para pemimpin tersebut beberapa inisiatif 

yang telah dilakukan, antara lain adalah pembentukan Perhimpunan Bangsa-

Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asia (ASA), dan Dewan Asia-

Pasifik (Asia and Pacific Council/ASPAC). Akan tetapi upaya-upaya di atas belum 

juga membuahkan hasil yang cukup signifikan dalam menciptakan sebuah 

lingkungan yang dapat meredakan sikap saling curiga di antara negara anggota 

serta mendorong usaha pembangunan bersama di Kawasan ASEAN. 

 Meskipun mengalami kegagalan, upaya dan inisiatif tersebut telah 

mendorong para pemimpin di kawasan untuk membentuk suatu organisasi 

kerjasama di kawasan yang lebih baik. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, 

Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melakukan berbagai pertemuan 

konsultatif  secara intens sehingga disepakati suatu rancangan Deklarasi Bersama 

(Joint Declaration) yang isinya mencakup, antara lain, kesadaran perlunya 

meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik dan 

membina kerja sama yang bermanfaat diantara negara-negara di kawasan yang 

terkait oleh pertalian sejarah dan budaya. Deklarasi inilah yang kemudian menjadi 

dasar diadakannya pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara Asia 

Tenggara di Bangkok. 

                                                           
16 Dr. Bambang Cipto. Op.Cit.  
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 Pembentukan ASEAN dimulai dengan diadakannya pertemuan 5 menteri-

menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara di Bangkok selama 3 hari 

dari tanggal 5-8 Agustus 1967. Mereka adalah Adam Malik (Indonesia), Tun 

Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), Rajaratnam (Singapura), 

dan Narciso Ramos (Philipina). Pada tanggal 8 Agustus 1967 mereka mencapai 

persetujuan untuk membentuk suatu organisasi kerjasama negara-negara Asia 

Tenggara . Organisasi ini dinamakan ASEAN (Association of South East Asian 

Nations). Persetujuan yang ditandatangani oleh kelima Menteri Luar Negeri itu 

kemudian dikenal sebagai Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration) yang 

menjadi dasar pembentukan ASEAN.  

Deklarasi Bangkok tersebut menandai berdirinya suatu organisasi kawasan 

yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of 

South East Asian Nations/ASEAN). Organisasi ini pada awalnya bertujuan untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas 

wilayah, dan membentuk kerjasama di berbagai bidang kepentingan bersama. Isi 

dari Deklarasi Bangkok mempunyai 5 pokok penting, yaitu : 

1. Mempercepat pertumubuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan 

kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 

2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 

3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan 

bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik,ilmu pengetahuan, dan 

administrasi. 
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4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan 

internasional yang ada. 

5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan 

penelitian di kawasan Asia Tenggara. 

Kelima pokok pikiran tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk 

menentukan sejauh mana ASEAN telah berhasil mencapai tujuannya sebagaimana 

tertuang dalam deklarasi Bangkok
17

 tersebut, yaitu: 

a. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta 

pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara melalui usaha 

bersama dalam semangat persamaan dan persahabatan untuk 

memperkukuh landasan suatu masyarakat Asia Tenggara yang 

sejahtera dan damai; 

b. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan 

menghormati keadilan dan tertib hokum dalam hubungan antar negara 

di kawasan Asia Tenggara serta memenuhi prinsip-prinsip piagam 

PBB; 

c. Untuk meningkatkan kerja sama efektif dan saling membantu dalam 

bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan 

administrasi untuk kepentingan bersama (poin c, d, dan e); 

d. Untuk meningkatkan pengkajian wilayah Asia Tenggara; 

e. Untuk memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan 

organisasi-organisasi internasional dan regional lainnya. 

 

Sementara, sebagai bentuk paradigma lembaga ASEAN yang senantiasa 

harus direfleksikan dalam setiap bentuk implementasi kerja organisasi, ASEAN 

merumuskan prinsip sebagai berikut, sebagaimana yang tercantum dalam 

                                                           
17 Ibid. Hal. 10. 
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Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau Treaty of Amity and 

Cooperation (TAC) tahun 1976, terutama dalam konteks pembahasan ini yakni 

terkait dengan
18

: 

a. Prinsip Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara 

anggota; 

b. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan; 

c. Serta norma yang tidak menolak adanya keberadaan Pakta 

Pertahanan Militer dalam wilayah regional ASEAN. 

Untuk merefleksikan maksud, tujuan dan prinsip ASEAN yang menjadi 

nilai-nilai global yang mendasari pembentukan organisasi regional  tersebut, 

dibentuk suatu struktur organisasi ASEAN, yang pada saat awal pembentukannya 

terdiri dari
19

:  

1. Annual Ministreal Meeting (AMM) 

2. Standing Committee (SC)  

3. Permanent Committee (PC) 

4. Ad-Hoc Committee (AC) dan,  

5. National Secretariats yang berada di setiap negara anggota. 

Dalam struktur kelembagaan ASEAN tersebut, posisi AMM merupakan 

instansi tertinggi ASEAN, setidaknya sampai KTT Bali 1967 dan harus diadakan 

setiap tahun secara bergilir di negara anggota. Dimana SC bertanggung jawab 

terhadap jalannya organisasi dari hari ke hari dan mempersiapkan AMM 

berikutnya. SC dipimpin oleh Menteri Luar Negeri anggota yang akan menjadi 

tuan rumah dalam AMM berikutnya yang akan diselenggarakan
20

.  

 

                                                           
18 ASEAN Selayang Pandang 2010, Hal. 11. 
19 Sjamsumar Dam. Op.Cit. Hal. 58 
20 Ibid. Hal. 59 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://www.aseansec.org/1217.htm&usg=ALkJrhhNw6BmT1BRcK57ut2MOsx9SnWgtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://www.aseansec.org/1217.htm&usg=ALkJrhhNw6BmT1BRcK57ut2MOsx9SnWgtQ
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Adapun anggota dari SC sendiri, terdiri dari para duta besar negara 

anggota di negara calon tuan rumah AMM berikutnya, tempat SC berdomisili. 

Tugas utama dari Standing Committee ini adalah merekomendasikan dan 

melaksanakan program-program yang telah disepakati dalam AMM sebagai 

program ASEAN. Selain itu, SC juga mengkoordinasikan kegiatan 11 Permanent 

Committee yang meliputi bidang-bidang makanan dan pertanian, komunikasi, 

pelayaran, perdagangan dan industri, media massa, keuangan, pariwisata, 

transportasi, ilmu dan teknologi, serta kegiatan sosial budaya. Sementara tugas 

utama dari PC ini yakni memberikan rekomendasi terhadap rencana program 

ASEAN dan melaksanakan program tersebut setelah mendapat persetujuan dari 

Annual Ministreal Meeting (AMM). Oleh karena itu yang menjadi anggota dari 

PC ini adalah para pejabat ahli dalam bidangnya masing-masing yang ditunjuk 

oleh pemerintahnya masing-masing
21

. 

Terdapat pula beberapa Ad-Hoc Committee sesuai dengan kebutuhan 

ASEAN, seperti Special Coordinating Committee of ASEAN (SCCAN), ASEAN 

Brussel Committee (ABC), ASEAN Geneva Committee (AGC), dan Special 

Committee of Central Banks and monetary Authoroties, dan lain-lain. Disamping 

komisi Ad-Hoc tadi di setiap negara anggota didirikan pula Sekretariat Nasional 

ASEAN yang berkewajiban untuk mengkoordinasi tanggapan nasional terhadap 

hasil-hasil yang telah dicapai ASEAN dan mempersiapkan agenda pertemuan 

Standing Committee
22

. 

Berjalannya struktur organisasi lembaga ASEAN dengan komposisi 

tersebut ternyata tidak optimal dan membuat jalannya roda organisasi menjadi 

lambat. Adanya Standing Committee yang berkedudukan sebagai motor 

                                                           
21 Ibid 
22 Ibid 
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organisasi, tidak menjadikan gerak organisasi tersebut efisien. Namun justru 

sebaliknya, akibat missed of priority
23

, dalam hal ini SC hanya berfokus pada 

tugas membina hubungan bilateral saja, sementara tugas pokok mengenai 

eksistensi organisasi dan pertemuan AMM-nya terabaikan. Disamping itu, jabatan 

ketua SC yang diisi oleh seorang Menteri Luar Negeri yang sangat sibuk dengan 

hubungan multilateral negaranya dengan negara lain, menyebabkan waktunya 

cukup tersita banyak dibandingkan dengan jabatannya sebagai Standing 

Committee tadi.  

Meskipun sudah dibentuk pertemuan Sekretariat Nasional ASEAN yang 

melakukan koordinasi kebijaksanaan eksekutif, ternyata hasil pertemuannya lebih 

banyak menunggu komando dari Menteri Luar Negeri-nya masing-masing, dan 

dalam mengoperasikan gagasan-gagasan yang telah disusunnya masih 

memerlukan birokrasi yang panjang seperti masih harus menempuh sidang SC, 

sidang Sekretariat Nasional, sidang AMM, dan lain-lain. Sehingga berangkat dari 

hal tersebut diperlukan reorganisasi menyeluruh untuk mengatasi kemacetan-

kemacetan yang timbul, yang disebabkan oleh struktur organisasi yang tidak 

efisien yang masih dianut. 

Untuk itu, dalam KTT Bali yang dilaksanakan pada bulan Februari 1976, 

ditetapkanlah struktur baru organisasi ASEAN. Dimana jika sebelumnya Annual 

Ministreal Meeting dianggap sebagai instansi tertinggi ASEAN kemudian 

berubah. Adanya pertemuan kepala pemerintahan dalam sebuah forum yang 

disebut dengan Konfrensi Tingkat Tinggi atau KTT kini menjadi instansi tertinggi 

ASEAN, sedangkan instansi berikutnya, yaitu AMM yang dilengkapi dengan 

pertemuan Menteri Ekonomi (MM) dan pertemuan menteri lainnya (OMM). SC 

                                                           
23 Ibid 
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masih tetap diadakan dengan tugas yang diperluas seperti mempersiapkan dialog 

dengan mitra dialog ASEAN, seperti AS, Jepang, MEE, United Nations 

Developing Program (UNDP), Kanada, Australia, Selandia Baru, dan lain-

lain.Selain itu, SC juga mengawasi Komite Anggaran dan Komite Pengawasan, 

dan yang paling penting adalah dibentuknya ASEAN Secretariat yang telah 

ditetapkan di Jakarta, yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan-kemacetan 

yang dialami sebelumnya
24

. 

Sekretariat ASEAN sendiri dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) yang dijabat secara bergilir untuk masa jabatan dua tahun. Dimana 

terdapat tiga biro yang berada dibawah Sekjen tersebut, yaitu Direktur Biro 

Ekonomi, Direktur Biro Iptek, dan Direktur Biro Sosial Budaya. Disamping itu, 

Sekjen dibantu juga oleh Asisten Sekjen, Pejabat Public Information, dan Pejabat 

Administrasi. Sedangkan para Direktur Biro dibantu oleh beberapa pejabat yang 

ahli dalam bidangnya masing-masing, seperti perdagangan, industri, dan lain-lain. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa disetiap negara 

anggota dibentuk suatu Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh seorang 

Sekjen (setelah reorganisasi, menjadi salah satu Direktorat Jenderal dari 

Departemen Luar Negeri masing-masing), dan kini dipimpin oleh seorang 

Direktur Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN. 

Adapun tugas pokok dari Sekretariat Nasional ASEAN adalah sebagai 

berikut
25

: 

1. Memberikan rekomendasi kepada Menlu mengenai kerja sama 

ASEAN dalam berbagai bidang; 

                                                           
24 Ibid 
25 Ibid. Hal. 61 



26 

2. Mengadakan hubungan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi-

instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah mengenai 

perencanaan dan pelaksanaan keputusan kerja sama ASEAN dengan 

organisasi regional lainnya atau dengan negara ketiga; 

3. Melaksanakan dan membantu penyelenggaraan sidang-sidang 

ASEAN; 

4. Menyusun rencana kerja nasional dan melaksanakan program-program 

kegiatan ASEAN; 

5. Memprakarsai penelitian dan pengkajian pelaksanaan bidang-bidang 

kerja sama ASEAN; 

6. Melaksanakan koordinasi antar pemerintah dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan ASEAN serta mengadakan evaluasi tentang hasil-hasilnya; 

7. Melaksanakan koordinasi, mengikuti dan menunjang kegiatan komite-

komite ASEAN yang berada di negaranya; 

8. Mengadakan kerja sama dan koordinasi dengan Sekretariat ASEAN 

dan sekretariat-sekretariat nasional negara anggota lainnya serta 

komite-komite ASEAN di negara-negara anggota lainnya. 

 

Pengertian Asia Tenggara berdasarkan geografis tradisional, tidak terbatas 

pada lima negara pendiri ASEAN tersebut saja. Wilayah ASEAN, juga meliputi 

daerah-daerah yang sekarang merupakan wilayah kekuasaan negara-negara 

kebangsaan (Nations State) Vietnam, Laos, Kamboja, dan Burma (sekarang 

Myanmar). Oleh karena itu, dalam Deklarasi bangkok dinyatakan sebuah visi 

yakni, ―....the Region subscribing to aforemention ed aims, principle, and 

purpose.‖ 
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 Asosiasi ini terbuka untuk partisipasi dari seluruh negara di kawasan Asia 

Tenggara yang sepakat dengan tujuan, prinsip, dan kegunaan yang telah 

disebutkan sebelumnya). Hal ini mendorong negara-negara di Asia Tenggara 

lainnya bergabung menjadi anggota ASEAN. 

 Sekarang ini, anggota ASEAN ada 10 Negara setelah bergabungnya 

Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Brunei Darussalam 

resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 januari 1984 dalam Sidang 

Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministrial Meeting/AMM) 

di Jakarta, Indonesia. Vietnam resmi menjadi anggota ke-7 ASEAN pada tanggal 

29-30 Juli 1995 dalam Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di 

Bandar Seri Begawan. Brunei Darussalam. Laos dan Myanmar resmi menjadi 

anggota ke-8 dan ke-9 ASEAN tanggal 23-28 Juli 1997 dalam Pertemuan para 

Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia. Sedangkan 

Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN dalam Upacara Khusus 

Penerimaan pada tanggal 30 April 1999 di Hanoi, Vietnam.  

Seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai dinamika yang dialami 

ASEAN. Adanya struktur organisasi ASEAN yang selama ini berdasarkan 

Deklarasi Bangkok seperti yang telah terpaparkan di atas, ternyata masih 

mengalami perubahan penandatanganan Piagam ASEAN. Dimana sebelumnya 

struktur organisasi sesuai dengan deklarasi tersebut terdiri atas: KTT, Pertemuan 

Para Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministreal Meeting/ AMM), 

Pertemuan Kementerian Sektoral (Sectoral Bodies Ministreal Meeting), dan 

Sidang Komite Tetap ASEAN (ASEAN Standing Committee/ ASC).  
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Sesuai dengan Piagam ASEAN, struktur organisasi ASEAN yang baru 

adalah sebagai berikut: 

1. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT), yang memiliki kedudukan 

tetap sebagai forum tertinggi sebagai pengambil keputusan utama, 

yang melakukan pertemuan dua kali setahun termasuk pertemuan KTT 

ASEAN dan KTT ASEAN terkait hal lainnya; 

2. Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council) yang 

ditangani oleh oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan tugas 

mengkoordinasikan Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community 

Council); 

3. Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Council), dengan 

ketiga pilar komunitas ASEAN, yakni Dewan Komunitas Politik-

Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security Community Councils), 

Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community 

Councils), dan Dewan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN 

Socio-Cultural Community Council); 

4. Badan-badan Sektoral tingkat Menteri (ASEAN Sectoral Ministreal 

Bodies); 

5. Komite Wakil Tetap untuk ASEAN, yang terdiri dari Wakil Tetap 

negara ASEAN, pada tingkat Duta Besar dan berkedudukan di Jakarta; 

6. Sekretaris Jenderal ASEAN, yang dibantu oleh empat orang Wakil 

Sekretaris Jenderal dan Sekretariat ASEAN; 

7. Sekretariat Nasional ASEAN, yang dipimpin oleh pejabat senior untuk 

melakukan koordinasi internal masing-masing negara ASEAN. 
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Adapun gambaran umum dari kerangka Organisasi ASEAN
26

, sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ket:  Garis Pelaporan                  

                                  Garis Koordinasi 

 

Sumber: ASEAN Selayang Pandang 2010. 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi ASEAN, Dewan Koordinasi ASEAN 

(ASEAN Coordination Committee/ACC), dan Koordinator 

Dewan Komunitas dalam Piagam ASEAN  
 

 

Berbagai uraian di atas bisa dikatakan sebagai fundamen atau tonggak 

langkah ASEAN dalam mengimplementasikan semua kebijakan hasil 

kesepekatan-kesepakatan anggota. Dalam hal pelaksanaan agenda-agenda yang 

telah direncanakan ini, ASEAN menghadapi berbagai macam akselerasi 

                                                           
26 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2010, ASEAN Selayang Pandang 2010, Jakarta, Op.Cit, 
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perkembangan sektoral terutama dalam hal politik, ekonomi, dan juga keamanan 

baik dari sisi internal, dalam hal ini  negara anggota, segi intra-regional, maupun 

inter-regional.  

Permasalahan–permasalahan yang timbul inilah yang akan menjadi 

tantangan keberadaan ASEAN sebagai suatu lembaga yang menghadapi dinamika 

politik dan ekonomi dewasa ini. ASEAN menghadapi tantangan seiring dengan 

kompleksnya permasalahan domestik negara anggota
27

. Selain itu, perluasan 

keanggotaan ASEAN memunculkan tantangan fungsional yang secara tersirat 

dapat dipetakan sebagai berikut, yaitu : 

a. Kredibilitas ASEAN akan ditentukan oleh kemampuannya untuk 

mengkonsolidasilan diri pasca terwujudnya gagasan ASEAN-10; 

b. Kerjasama ASEAN pasca perluasan perlu ditempatkan dalam world 

view baru yang mencakup kesadaran bahwa hubungan internasional 

dewasa ini sudah melibatkan isu-isu baru seperti demokrasi, HAM, dan 

lingkungan hidup; 

c. ASEAN akan dituntut untuk mengintensifikasikan pertukaran gagasan 

dan pemikiran yang bebas mengenai berbagai isu yang akan 

mempengaruhi masa depan ASEAN; 

d. ASEAN diharapkan dapat mempertahankan dan memperkuat 

hakekatnya sebagai komunitas diplomatik. 

 

Tujuan-tujuan ASEAN dalam pasal 1 Piagam ASEAN   adalah: 

1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta 

lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan; 

                                                           
27 The Oracle of Southeast Asia Faith and Studies. Tantangan Politik & Kelembagaan Sebagai 

Dampak Dari Perluasan ASEAN. http://oseafas.wordpress.com/ Diakses pada tanggal 21 Maret 

2011 

http://oseafas.wordpress.com/
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2. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik 

keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas; 

3. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan 

bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya; 

4.  Menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai 

dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan 

harmonis; 

5.  Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur,  sangat 

kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif 

untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas 

barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku 

usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang 

lebih bebas; 

6. Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan  

ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik; 

7. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kepemerintahan yang baik  dan 

aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan 

kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban dari negara-negara anggota ASEAN; 

8. Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh 

segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas; 
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9. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan 

lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, 

pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi; 

10. Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di 

bidang pendidikan dan pemelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan 

penguatan Komunitas ASEAN; 

11. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat 

ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang 

pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan; 

12. Memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan 

terjamin bebas dari narkotika dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN; 

13. Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya 

seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan 

memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas 

ASEAN 

14. Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang  tinggi 

akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan; dan 

15. Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan 

penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra 

eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif. 
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Dalam mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Pasal 1 tersebut di 

atas, ASEAN dan negara-negara anggotanya menegaskan kembali dan memegang 

teguh prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam deklarasi-deklarasi, persetujuan-

persetujuan,  konvensi-konvensi, concords, traktat-traktat, dan instrumen ASEAN 

lainnya. 

ASEAN dan negara-negara anggotanya wajib bertindak sesuai dengan 

prinsip-prinsip berikut: 

a) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, 

dan identitas nasional seluruh negara-negara anggota ASEAN; 

b) Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan 

perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan; 

c) Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-

tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum 

internasional; 

d) Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai; 

e) Tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN; 

f) Penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga 

eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan 

paksaan; 

g) Ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius 

memengaruhi kepentingan bersama ASEAN; 

h) Berpegang teguh pada aturan hukum, tata kepemerintahan yang baik, 

prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional; 
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i) Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak 

asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial; 

j) Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum 

internasional, termasuk hukum humaniter internasional,  yang disetujui 

oleh negara-negara anggota ASEAN; 

k) Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk 

penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN 

atau negara non-ASEAN atau subjek non-negara manapun, yang 

mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan 

ekonomi negara-negara anggota ASEAN; 

l) Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh 

rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat 

persatuan dalam keanekaragaman; 

m) Sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik,  ekonomi, 

sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif,  berpandangan ke luar, 

inklusif dan non-diskriminatif; dan berpegang teguh pada aturan-aturan 

perdagangan multilateral dan 

n) Rejim-rejim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan 

komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara 

progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi 

ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar. 
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Negara anggota yang memegang Kepemimpinan ASEAN wajib: 

a) Secara aktif memajukan dan meningkatkan kepentingan-kepentingan dan 

kemaslahatan ASEAN, termasuk upaya-upaya membangun suatu 

Komunitas ASEAN melalui inisiatif-inisiatif kebijakan, koordinasi,  

konsensus, dan kerja sama; 

b) Menjamin sentralitas ASEAN; 

c) Memastikan suatu tanggapan yang efektif dan tepat waktu terhadap isu-isu 

mendesak atau situasi-situasi krisis yang memengaruhi ASEAN,  termasuk 

menyediakan jasa-jasa baik dan pengaturan-pengaturan lainnya guna 

menyelesaikan masalah-masalah dimaksud dengan segera; 

d) Mewakili ASEAN dalam memperkuat dan memajukan hubungan yang 

lebih erat dengan mitra eksternal; dan 

e) Melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi lainnya sebagaimana 

dimandatkan. 

 

2. Sengketa-sengketa di ASEAN 

Terbentuknya ASEAN bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan terjadi 

pertikaian wilayah antarnegara anggota ASEAN. Masalah perbatasan wilayah ini 

terus berlangsung hingga berakhirnya Perang Dingin. Bahkan jauh sesudah perang 

dingin berakhir, konflik perebutan wilayah masih terus berlangsung. Terakhir 

adalah sengketa yang paling menyita perhatian dunia internasional  adalah 

meningkatnya persengketaan mengenai kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan 
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yang melibatkan Cina dan negara-negara anggota ASEAN (Vietnam, Filipina, 

Malaysia, dan Brunei Darussalam). 

Secara geografis, Laut Cina Selatan adalah kawasan yang strategis karena 

perairan ini merupakan jalur transportasi laut dan militer yang padat. Laut Cina 

Selatan juga merupakan ladang minyak bumi dan gas alam yang melimpah. 

Letaknya yang strategis dengan cadangan minyak bumi dan gas alam yang 

melimpah, kawasan ini menyimpan potensi konflik bagi negara-negara di 

sekitarnya. Klaim-klaim kepemilikan atas wilayah di perairan Laut Cina Selatan 

mewarnai dinamika konflik tersebut.  

Laut Cina Selatan ialah laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik, mencakup 

daerah dari Singapura ke Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km persegi. Merupakan 

badan laut terbesar setelah kelima samudera. Kepulauan Laut Cina Selatan 

membentuk sebuah kepulauan yang berjumlah ratusan. Di laut ini, ada lebih dari 

200 pulau dan karang yang diidentifikasi, kebanyakan darinya di daerah 

Kepulauan Spratly28.  

Sengketa di Laut Cina Selatan telah dimulai sejak tahun 1974, hingga saat 

ini proses perdamaian yang diupayakan sering mengalami pasang surut.  Tahun 

2002 dibentuk suatu perjanjian, The Declaration on the Conduct of Parties in 

South Cina Sea, yang berisi peraturan normatif bagi negara – negara yang terlibat 

sengketa di kawasan ini. 

Belakangan ini sengketa di Laut Cina Selatan kembali memanas, tepatnya 

di kepulauan spratly yang merupakan gugus kepulauan di Laut China Selatan 

                                                           
28 http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Cina_Selatan. diakses pada tanggal 22 januari 2012 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laut_tepi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Taiwan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepulauan_Laut_Cina_Selatan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Spratly
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_China_Selatan
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yang dipersengketakan beberapa negara di sekitarnya, yang terdiri dari 230 pulau.  

Kepulauan spratly ini memiliki koordinat: 4° LU - 11°30' LU dan 109°30' BT - 

117°50' BT. Di mana  luas lautannya  244.700 km persegi beserta memiliki luas 

daratan sebesar 3 km persegi. Negara-negara yang mengajukan klaim tentunya 

bukan tergiur akan luas daratan kepulauan Spratly yang hanya 3 km persegi itu, 

melainkan potensi sumber daya alam yang terkandung di kawasan seluas hampir 2 

kali pulau Jawa itu. Di bawah permukaan laut kepulauan tersebut disinyalir 

memiliki kandungan gas dan minyak bumi yang sangat besar, selain itu juga 

strategis sebagai pos-pos pertahanan militer
29

. 

 

Gambar 2. Peta Kepulauan Spratly 

Sumber : tabailenge.wordpress.com 

 

 

                                                           
29 http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Cina_Selatan. diakses pada tanggal 22 januari 2012 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
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Gambar 3. Peta Kepulauan Spratly 

Sumber : http://2.bp.blogspot.com/-

TbJNQAntQmo/T3Klagxq1iI/AAAAAAAAAE8/xIa07hlETUY/s1600/spratly_88

.jpg 

 

Jika ditelusuri dari akar permasalahannya, konflik sebenarnya adalah 

mengenai klaim-klaim di wilayah perairan dan kepulauan di kawasan Laut Cina 

Selatan. Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel menjadi fokus perebutan antar 

negara-negara pengklaim (claimatants). Tetapi yang lebih disorot adalah 

Kepulauan Spratly yang kemudian menjadi isu dominan buah bibir internasional. 

Banyaknya negara yang yang ikut andil dalam konflik ini karena memiliki 

berbagai kepentingan didalamnya, sehingga menyebabkan kawasan kepulauan 

Spartly tidak lagi kondusif. Ketidakstabilan hubungan pun terjadi dalam bidang 

politik dan diplomatik, jika tidak ditangani dengan baik akan berpotensi 

menimbulkan ancaman yang serius. 
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Gambar 4. Peta Kepulauan Spratly 

Sumber : http://1.bp.blogspot.com/-

w4jwA8n8nDw/T3Kk6g9WuGI/AAAAAAAAAE0/Da65IqUEkRk/s1600/chine_

merGF.png 

 

Dari beberapa negara yang terlibat, Cina merupakan yang paling tegas 

menyatakan klaimnya atas kepemilikan kepulauan Spartly walaupun di sisi lain 

Vietnam juga melakukan hal yang sama, namun kekuatan dan dasar pedoman 

klaim Vietnam kurang kuat apabila dibandingkan dengan Cina yang telah 

memasukkan kepulauan Spartly ke dalam undang-undang maritimnya. 

Terjadinya perang klaim dan upaya-upaya penguasaan atas wilayah-

wilayah di Kepulauan Spratly saling tumpang tindih karena masing-masing negara 

mendasarkan klaimnya pada versinya sendiri, baik historis maupun legal formal. 

Yang kemudian menarik untuk disoroti adalah proses penguasaan dan dasar 
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argumentasi yang dikemukakan masing-masing negara itu untuk menguasai 

gugusan pulau yang terdapat di Spratly.  

Sengketa yang terjadi di Kepulauan Spratly pada dasarnya tidak 

melibatkan Indonesia secara langsung. Meskipun demikian, peranan Indonesia 

sebagai penengah dalam upaya penyelesaian sengketa  terhadap klaim secara 

sepihak atas kepemilikan Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan oleh Vietnam, 

Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Cina sangatlah diharapkan. Terutama 

pada saat Indonesia resmi ditetapkan sebagai Ketua ASEAN tahun 2011 setelah 

ditutupnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-17 di National 

Convention Center, Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010.  

Beberapa persoalan perbatasan dan dispute territorial yang cukup 

mengusik harmonisasi antar negara maupun keamanan kawasan, antara lain
30

; 

a. Sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai garis perbatasan di perairan 

laut Sulawesi menyusul perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan dan 

Ligitan, dan garis perbatasan dipulau Kalimantan (salah satunya mengenai 

blok Ambalat); 

b. Perbedaan pendapat dan kepentingan antara Indonesia, Australia dan 

Timor Leste di perairan Celah Timor; 

c. Konflik historis antara Malaysia dan Filipina mengenai klaim Filipina atas 

wilayah Kesultanan Sabah Malaysia Timur; 

                                                           
30 http://www.scribd.com/doc/91200341/Sengketa-Internasional, diakses pada tanggal 12 

Desember 2012 

http://www.scribd.com/doc/91200341/Sengketa-Internasional
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d. Konflik antara Malaysia dan Singapura tentang pemilikan Pulau Batu 

Putih (Pedra Branca) di Selat Johor; 

e. Ketegangan sosial politik laten Malaysia dan Thailand di wilayah 

perbatasan; 

f. Perbedaan pendapat antara Malaysia dan Brunei mengenai batas wilayah 

tak bertanda di daratan Sarawak Malaysia Timur serta batas wilayah 

perairan Zona Ekonomi Eksklusif; 

g. Perbedaan pendapat antara Malaysia dan Vietnam mengenai batas wilayah 

di perairan lepas pantai dari masing-masing negara; 

h. Konflik berlarut antara Myanmar dan Bangladesh di wilayah perbatasan; 

i. Ketegangan antara Myanmar dan Cina mengenai batas wilayah kedua 

negara; 

j. Sengketa Myanmar dan Thailand, mengenai perbatasan kedua negara; 

k. Konflik antara Vietnam dan Kamboja di wilayah perbatasan kedua negara; 

l.  Sengketa antara Cina dan Vietnam tentang pemilikan wilayah perairan di 

sekitar Kepulauan Paracel; 

m.  Konflik laten antara Cina di satu pihak dengan Indonesia, Malaysia, 

Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam di lain pihak sehubungan klaim cina 

atas seluruh perairan Laut Cina Selatan; 
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C. Batas-Batas Zona dan Wilayah/Kawasan Maritim 

1. Perairan Pedalaman 

Aturan hukum internasional mengatur mengenai pengertian perairan 

pedalaman dalam Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone 1958 

yang menyatakan bahwa perairan pedalaman mencakup ―perairan di sisi darat laut 

wilayah (teritorial)‖.
31

 Sedangkan dalam UNCLOS 1982, pengertian perairan 

pedalaman dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) ― Kecuali sebagaimana diatur dalam 

Bagian IV, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian 

perairan pedalaman wilayah negara tersebut‖.
32

 

Daerah dasar laut yang berada dibawah perairan pedalaman, walaupun 

secara geografis merupakan bagian landas kontinen, namun secara yuridis bagian 

tersebut tidak termasuk landas kontinen, tetapi masuk rezim laut wilayah.
33

 

Perairan pedalaman dianggap dianggap sebagai bagian yang merupakan satu 

kesatuan dengan negara pantai.  Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh 

dalam lingkup perairan pedalaman termasuk kekayaan-kekayaan alam yang 

terkandung baik di permukaan dasar laut maupun dalam tanah dibawahnya. 

Kedaulatan penuh yang dimiliki oleh negara pantai atas perairan pedalaman dan 

ketiadaan hak umum untuk melintas secara damai di perairan itu menyebabkan 

tidak adanya hak bagi kapal asing untuk memasuki perairan pedalaman tanpa ijin, 

apalagi ikut mengambil kekayaan hayati maupun kekayaan mineral yang terdapat 

di perairan pedalaman 

 

                                                           
31 Artikel 5 ayat (1) Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone 1958 
32 Artikel 8 ayat (1) UNCLOS 1982 
33 Hasjim Djalal, 1979, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Jakarta: BPHN, hlm.39. 
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2. Laut Teritorial 

Beberapa literatur hukum laut menyebutkan istilah laut territorial dalam 

berbagai istilah. Browlie menggunakan istilah the maritime belt, marginal sea, 

dan territorial water. Brierly menggunakan istilah territorial sea atau internal 

water. Laut teritorial harus dibedakan dengan perairan pedalaman (internal water 

atau national water).
34

 Tetapi secara umum istilah yang digunakan adalah laut 

teritorial (territorial sea).  Aturan hukum internasional yang mengatur pengertian 

tentang laut teritorial, dinyatakan dalam Konvensi Den Haag 1930 bahwa 

―Wilayah negara meliputi suatu jalur laut yang dalam konvensi ini dinamakan laut 

territorial dan kedaulatan negara pantai meliputi ruang udara diatas teritorial, 

demikian pula dasar laut dari laut teritorial dan tanah dibawahnya‖.
35

 Konvensi ini 

belum menetapkan lebar laut teritorial yang menjadi hak negara pantai. 

Sedangkan Konvensi Jenewa 1958 mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 

merumuskan bahwa laut territorial merupakan suatu jalur yang terletak sepanjang 

pantai suatu negara yang berada di bawah kedaulatan negara‖.
36

 Konvensi ini juga 

belum bersepakat mengenai lebar laut teritorial, tapi negara-negara peserta 

mengemukakan berbagai klaim mengenai lebar laut teritorial, yakni mulai dari 3 

mil – 6 mil, bahkan sampai muncul pendapat bahwa negara-negara dapat 

menentukan batas laut teritorialnya sendiri. UNCLOS 1982 mengatur bahwa 

―Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan 

pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, 

                                                           
34 Chairul Anwar, 1982, Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional, 

Jakarta:Djambatan, hlm.15. 
35 Artikel 1 dan 2 Konvensi Den Haag 1930 
36 Artikel Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 
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meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut 

teritorial.‖
37

 Konvensi ini berhasil menetapkan batas laut teritorial yaitu 12 mil 

laut diukur dari garis pangkal pantai. 

3. Zona Tambahan 

Starke berpendapat bahwa zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang 

berdekatan dengan batas jalur maritim, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, 

tetapi dalam zona itu negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan 

tertentu untuk tujuan kesehatan atau peraturan-peraturan lainnya.
38

  

Aturan hukum internasional yang mengatur tentang zona tambahan adalah 

UNCLOS 1982 yaitu ―Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut 

teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, Negara pantai dapat melaksanakan 

pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-

undangannya, bea cukai, fiskal,  imigrasi dan saniter di wilayah laut teritorialnya, 

serta menghukum pelanggar peratuan perundang-undangan tersebut diatas yang 

dilakukan di dalam wilayah atau laut tertorialnya.‖
39

 Sedangkan lebar zona 

tambahan ditetapkan maksimal 24 mil laut dari garis pangkal laut teritorial.46 

Karena lebar zona tambahan diukur 24 mil laut dari garis pangkal laut teritorial 

diukur, maka harus dikurangi 12 mi laut yang merupakan bagian laut teritorial itu. 

Sehingga, sebenarnya lebar zona tambahan adalah hanya 12 mil laut. 

 

 

                                                           
37 Artikel 2 ayat (1) UNCLOS 1982 
38 J.G.Starke, 2001, Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm.328. 
39 Artikel 33 ayat (1) UNCLOS 1982 
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4. Zona Ekonomi Ekslusif 

Zona ekonomi eksklusif diartikan sebagai suatu daerah di luar laut 

teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis 

pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, yang tunduk pada 

rezim hukum khusus berdasarkan hak dan yurisdiksi negara pantai serta hak dan 

kebebasan negara lain. Berdasarkan pengertian tersebut,  maka unsur-unsur zona 

ekonomi eksklusif meliputi: 

1. Zona ekonomi eksklusif adalah bagian laut yang terletak di luar laut 

teritorial; 

2. Keberadaannya di luar laut teritorial tidak diselingi oleh bagian laut 

lain tetapi langsung berdampingan dengan laut teritorial itu sendiri; 

3. Zona ekonomi eksklusif diatur oleh rezim hukum khusus karena 

UNCLOS 1982 menetapkan hak dan yurisdiksi Negara pantai dan 

sekarang juga diakui hak serta kebebasan negara lain. 

Lebar zona ekonomi eksklusif ditetapkan 200 mil laut diukur dari garis 

pangkal tempat mengukur lebar laut teritorial. Garis pangkal yang dimaksud 

adalah suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada 

kedudukan garis air rendah (low water line), dimana batas-batas kea rah laut baik 

laut teritorial, jalur tambahan, zona eknomi eksklusif maupun landas kontinen.  

Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang saling 

berhadapan atau berdampingan harus ditetapkan berdasarkan perjanjian 

internasional. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan di antara kedua negara 

tersebut, maka perselisihan mengenai zona ekonomi eksklusif harus diselesaikan 
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melalui jalur penyelesaian secara damai.  Sebaliknya apabila telah tercapai 

kesepakatan mengenai zona ekonomi eksklusif, maka kedua negara yang telah 

menetapkan batas itu memiliki kewajiban sebagai berikut: 

(1) Penarikan garis batas luar zona ekonomi eksklusif dan garis penetapan 

batas harus dicantumkan pada peta atau daftar koordinat geografis 

batas zona eknomi eksklusif tersebut; 

(2) Harus mengumumkan peta atau daftar koordinat geografis batas zona 

ekonomi eksklusif; 

(3) Harus mendepositkan satu copy atau salinan dari setiap peta atau 

daftar koordinat itu pada Sekretaris Jenderal PBB. 

Letak zona ekonomi eksklusif berada di luar laut teritorial,  sedangkan 

ruang lingkupnya mencakup permukaan air (floor), kolom air  (colloum), dasar 

laut (seabed) dan tanah dibawahnya (subsoil). Oleh karena letaknya di luar laut 

teritorial maka status zona ekonomi eksklusif tidak tunduk pada kedaulatan negara 

melainkan tunduk pada dua rezim hukum yaitu sumber daya alam yang 

terkandung di dalamnya tunduk pada hak berdaulat negara pantai dan status 

perairan laut serta tanah di bawahnya tunduk pada rezim hukum laut bebas.  Hak 

negara pantai di zona ekonomi eksklusif berupa hak berdaulat dan yurisdiksi. Hak 

berdaulat itu meliputi: 

(1) Melakukan eksplorasi yaitu kegiatan inventarisasi sumber daya alam di 

zona ekonomi eksklusif; 

(2) Melakukan eksploitasi yaitu kegiatan untuk mengelola atau 

memanfaatkan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif; 
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(3)  Melakukan konservasi yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi 

tersedianya cadangan sumber daya alam hayati di zona ekonomi 

eksklusif. 

Sumber daya alam yang merupakan obyek dari hak berdaulat tersebut 

mencakup sumber daya alam yang terdapat pada perairan, dasar laut, dan tanah di 

bawah dasar laut, termasuk pemanfaatan tenaga air,  arus dan angin yang ada di 

zona ekonomi eksklusif. Berkenaan dengan pengelolaan dasar laut dan tanah di 

bawahnya, Pasal 56 ayat (3)  UNCLOS 1982 menetapkan tunduk pada ketentuan 

landas kontinen yang diatur dalam Bab VI UNCLOS ini. Yurisdiksi negara pantai 

di zona ekonomi eksklusif meliputi: 

(1) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan; 

(2) Riset ilmiah kelautan; 

(3) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. 

Selain itu, negara pantai juga memiliki hak untuk melakukan penegakan 

hukum terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

(1) Menaiki, melakukan inspeksi, menahan, dan mengajukan ke 

pengadilan kapal-kapal beserta awaknya; 

(2) Kapal-kapal dan awaknya yang ditahan akan dibebaskan segera 

setelah dilakukan pembayaran uang jaminan; 

(3) Negara pantai dalam melakukan penahanan kapal-kapal asing harus 

segera memberitahu perwakilan negara bendera kapal atas tindakan 

yang diambil dan denda yang dikenakan; 



48 

(4) Dalam hal tidak terdapat suatu perjanjian internasional, Negara pantai 

atas pelanggaran hukum dan perundangan penangkapan ikan dari 

zona ekonomi eksklusif tidak diperkenankan melakukan hukuman 

penjara. 

5. Landas Kontinen 

Konsep landas kontinen diatur dalam bab khusus pada UNCLOS 1982, 

yaitu Bab VI tentang Landas Kontinen dari Pasal 76 hingga Pasal 85. Berdasarkan 

Pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982, dikatakan bahwa landas kontinen negara pantai 

terdiri dari dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya dari area laut 

yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya, yang mencakup keseluruhan 

perpanjangan alami dari wilayah teritorial daratnya ke bagian luar yang memagari 

garis kontinental, atau sejauh 200 mil dari garis pangkal dimana garis territorial 

diukur jika bagian luar yang memagari garis continental tidak bisa diperpanjang 

sampai pada jarak tersebut.   

Landas kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian 

dalam istilah hukum. Secara sederhana landas kontinen dapat diartikan sebagai 

daerah pantai yang tanahnya menurun keadalam laut sampai akhirnya disuatu 

tempat tanah tersebut jatuh curam di kedalaman laut dan pada umumnya tidak 

terlalu dalam, agar sumber-sumber alam dari landas kontinen dapat dimanfaatkan 

dengan teknologi yang ada. 

6. Perairan Kepulauan 

Perairan kepulauan (ArchpelagicWaters) sebenarnya berasal dari konsep 

negara kepulauan (Archpelagic States) yang dihasilkan oleh pakar hukum laut 
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internasional baik yang berasal dari negara-negara kepulauan maupun bukan 

negara-negara kepulauan. Berdasarkan hasil pemikiran pakar-pakar hukum laut 

internasional tersebut, pada sidang-sidang United Nations Sea-Bed Committee, 

empat negara kepulauan yaitu Indonesia, Filiphina, Fiji, Mauritius berhasil 

menyusun dan memperkenalkan Rancangan Pasal-Pasal tentang negara kepulauan 

yang kemudian dimasukkan dalam naskah perundingan konferensi.  

Perundingan konferensi tersebut menghasilkan naskah Rancangan 

keempat Negara kepulauan yang ternyata mendapat dukungan yang positif dari 

Negara peserta. Namun, karena dalam penerapan garis pangkal kepulauan 

diketahui akan mengakibatkan terjadinya perubahan laut yang sebelumnya 

merupakan laut lepas menjadi perairan teritorial.
40

 Maka sebagian besar negara-

negara peserta konferensi mengusulkan agar tetap diakuinya prinsip kebebasan 

pelayaran, penerbangan, perlunya penetapan tentang penetapan garis pangkal, 

perlunya rumusan definsi negara kepulauan secara obyektif dan status hukum 

perairan kepulauan tersebut. 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perairan kepulauan adalah perairan 

yang terletak di sisi dalam garis-garis pangkal kepulauan. Garis pangkal 

kepulauan yang dimaksud adalah garis pangkal lurus kepulauan yang 

menghubungkan titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar negara 

kepulauan tersebut.
41

 Sedangkan menurut UNCLOS 1982,  perairan kepulauan 

adalah perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai 

                                                           
40 Rebecca M.M Wallace, 1986, Hukum Internasional: Penerjemah Bambang Armunadi, 

Semarang: Penerbit Ikip Semarang Press, hlm.148. 
41 Mochtar Kusumaatmadja & Etty R.Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: 

PT.Alumni, hlm.179. 
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dengan ketentuan Pasal 47 tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak pantai.
42

 

Rezim perairan kepulauan menggunakan prinsip kedaulatan. Meskipun demikian, 

pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional. 

Pembatasan tersebut meliputi: 

1. Jaminan hak lintas damai bagi pelayaran kapal asing;
43

 

2. Jaminan lintas alur laut kepualauan; 

3. Jaminan lintas transit;
44

 

4. Jaminan dan penghormatan terhadap hak perikanan tradisional dan kabel 

laut yang ada.
45

 

 

7. Laut Lepas 

Ketentuan mengenai laut lepas yang terdapat dalam konvensi ini berlaku 

pada semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi ekslusif, laut teritorial, 

perairan pedalaman, ataupun perairan kepulauan (Pasal 86). Dengan demikian, 

ketentuan ini menunjukkan bahwa zona ekonomi ekslusif tidak termasuk rezim 

laut lepas. 

Laut lepas terbuka bagi semua negara, baik negara yang berpantai maupun 

yang tidak berpantai. Kebebasan di laut lepas ini antara lain (a) kebebasan 

berlayar; (b) kebebasan untuk terbang di atasnya; (c) kebebasan meletakkan kabel 

dan pipa bawah laut; (d) kebebasan membangun pulau-pulau buatan dan instalasi-

                                                           
42 Artikel 49 ayat (1) UNCLOS 1982 
43 Artikel 17 UNCLOS 1982 
44 Artikel 38 UNCLOS 1982 
45 Artikel 51 UNCLOS 1982 
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instalasi lainnya; (e) kebebasan menangkap ikan; dan (f) kebebasan melakukan 

riset ilmiah.  

8. Dasar Samudera Dalam 

Yaitu suatu kategori yang tidak dikenal dalam hukum laut klasik. 

Konvensi menetapkan dasar laut dalam ini dengan istilah ―kawasan‖, yang 

diartikan sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar batas-batas 

yuridiksi nasional (Pasal 1). Ini berarti bahwa kawasan adalah dasar laut di luar 

zona ekonomi eksklusif, kecuali daerah dasar laut di luar batas tersebut termasuk 

bagian dari landas kontinen suatu negara pantai. 

Menurut konvensi ini, kawasan dan sumber kekayaan alam di dalamnya 

dinyatakan sebagai warisan bersama seluruh umat manusia (Pasal 36). Tidak satu 

negara pun yang menyatakan kedaulatannya ataupun  hak berdaulatnya terhadap 

bagian dari kawasan  ini, ataupun terhadap sumber kekayaan alamnya.  

 

D. Instrumen Penyelesaian Sengketa Internasional 

Dalam interaksi sesama manusia, konflik atau sengketa adalah hal yang 

lumrah terjadi. Sama halnya dengan interaksi antar negara, namun ini bukan 

berarti segala konflik/sengketa yang terjadi dapat ditolerir dan dibiarkan terjadi 

begitu saja tanpa adanya upaya penyelesaian. 

Lahirnya berbagai organisasi-organisasi internasional beserta perjanjian-

perjanjian internasional, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral   

merupakan reaksi dalam penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi. 

Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan 
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jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, 

dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum 

internasional klasik. Cara-cara kekerasan yang digunakan tersebut akhirnya 

direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya The Hague 

Peace Conference pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan 

Convention on the Pacific Settlement of International Disputes 1907. Namun 

karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak 

mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melakukan 

kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa.  

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, muncul kemudian beberapa 

perjanjian internasional, baik secara khusus mengatur maupun memuat beberapa 

tentang penyelesaian sengketa. Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat oleh negara-

negara, baik secara multilateral ataupun melalui lembaga intergovernmental, 

diantaranya
46

 : 

1. The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations 1919 

2. The Statute of the Permanent Court of International Justice 1921 

3. The General Treaty for the Renunciation of War 1928 

4. The General Act for the Pacific Settlement of International Disputes 1928 

5. Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional 1945 

6. Deklarasi Bandung 1955  

7. The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States 

1982. 

                                                           
46 http://pirhot-nababan.blogspot.com/2007/07/tinjauan-umum-penyelesaian-sengketa.html. 

Diakses pada 25 Desember 2012 

http://pirhot-nababan.blogspot.com/2007/07/tinjauan-umum-penyelesaian-sengketa.html
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Kelahiran League of Nations (LBB) yang menjadi lembaga 

intergovernmental pasca terjadinya Perang Dunia I (PD I), tidak mampu 

mencegah terjadinya penyelesaian sengketa dengan kekerasan antar negara. 

Karena LBB terbukti tidak dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah 

terjadinya Perang Dunia II (PD II). Dari kondisi seperti itulah, negara-negara yang 

terlibat dalam PD II kemudian membentuk United Nations (PBB) sebagai 

pengganti dari LBB. Kelahiran PBB diharapkan dapat mencegah terjadinya hal 

serupa PD I dan II. 

  Dalam praktek hubungan antar negara pada saat ini, PBB telah menjadi 

organisasi intergovernmental yang besar. Dengan keanggotaan sebanyak itu, UN 

Charter (Piagam) telah dijadikan sebagai rujukan utama oleh banyak negara untuk 

menyelesaikan sengketa dengan damai. Pencantuman penyelesaian sengketa 

secara damai di dalam Piagam, memang mutlak diperlukan. Selain karena PBB 

bertujuan untuk menjaga kedamaian dan keamanan internasional, negara-negara 

anggota PBB membutuhkan panduan dalam melaksanakan tujuan PBB tersebut. 

 

1. Penyelesaian Sengketa dalam Piagam PBB 

Tujuan dibentuknya PBB, yaitu menjaga kedamaian dan keamanan 

internasional tercantum di dalam pasal 1 Piagam, yang berbunyi : 

―To maintain international peace and security, and to that end: to take effective 

collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for 

the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring 

about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and 

international law, adjustment or settlement of international disputes or situations 

which might lead to a breach of the peace‖ 
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Kedamaian dan keamanan internasional dan khususnya dikawasan 

ASEAN  hanya dapat diwujudkan apabila tidak ada kekerasan yang digunakan 

dalam menyelesaikan sengketa, yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (4) Piagam. 

Penyelesaian sengketa secara damai ini, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam 

pasal 33 Piagam yang mencantumkan beberapa cara damai dalam menyelesaikan 

sengketa, diantaranya : 

1. Penyelesaian sengketa secara diplomatik, meliputi : 

a. Negosiasi 

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang 

paling tua digunakan oleh umat manusia
47

. Penyelesaian melalui negosiasi 

merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari 

oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik
48

. Alasan 

utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur 

penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada 

kesepakatan atau konsensus para pihak
49

. 

 Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk 

sengketa: apakah itu sengketa ekonomi, politis, hukum,  sengketa wilayah, 

keluarga, suku, dll. Bahkan, apabila para pihak telah menyerahkan sengketanya 

                                                           
47 W. Poeggel and E. Oeser, "Methods of Diplomatic Settlement," dalam Mohammed Bedjaoui 

(ed)., International Law: Achievements and Prospects,  Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers 

and UNESCO, 1991, hlm. 514. 
48 F.V. Garcia-Amador, The Changing Law of International Claims, USA:  Oceana Publications, 

Inc., 1984, hlm. 518. 
49 Peter Behrens, "Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic 

Relations," dalam: Ernst-Ulrich Petersmann and Gunther Jaenicke, Adjudication of International 

Trade Dispute in International and National Economic Law, Fribourg U.P., 1992, hlm. 14. 
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kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui 

negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan
50

. 

Dalam praktek negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan. Yang 

pertama adalah negosiasi ketika sengketa belum muncul, lebih dikenal dengan 

konsultasi. Dan yang kedua adalah negosiasi ketika sengketa telah lahir. 

Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang bersengketa menggunakan 

mekanisme negosiasi, antara lain : 

(1) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian 

sesuai dengan kesepakatan diantara mereka 

(2) Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur 

penyelesaiannya 

(3) Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam 

negeri. 

(4) Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution, 

sehingga dapat diterima dan memuaskan masing-masing pihak. 

Sedangkan kelemahan utama dalam penggunaan cara ini dalam 

menyelesaikan sengketa adalah: pertama, manakala para pihak berkedudukan 

tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, yang lain lemah. Dalam keadaan ini, salah 

satu pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini 

acapkali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan 

                                                           
50 ibid., hlm. 159. Cf., John Collier and Vaughan Lowe, The Settlement of Disputes in 

International Law, Oxford: Oxford U.P., 1999, hlm. 20. 
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sengketanya diantara mereka
51

. Kedua adalah bahwa proses berlangsungnya 

negosiasi acapkali lambat dan memakan waktu lama. Ini terutama karena sulitnya 

permasalahan-prmasalahan yang timbul di antara negara,  masalah yang berkaitan 

dengan ekonomi internasional. Selain itu jarang sekali adanya persyaratan 

penatapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaian sengketanya melalui 

negosiasi ini
52

. Dan ketiga, adalah manakala suatu pihak terlalu keras dengan 

pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi 

tidak produktif
53

. 

b. Penyelidikan (Inquiry) 

Suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai 

suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun 

acapkali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak 

terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian 

sengketa demikian karenanya bergantung kepada penguraian fakta-fakta yang 

para pihak tidak sepakati. Oleh sebab itu dengan memastikan kedudukan fakta 

yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian 

sengketa. Dengan demikian para pihak dapat memperkecil masalah sengketanya 

                                                           
51 G. Malinverni, "The Settlement of Disputes within International Organizations," dalam 

Mohammed Bedjaoui, op.cit., hlm. 550; Palitha TB Kohona, The Regulation of International 

Economic Relations through Law,  the Netherlands: Martinus Nijhoff Publ., 1985, hlm. 159. 
 
52 G. Malirveni, loc.cit. 
53 Palitha TB Kohona, op.cit., hlm. 159. 
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dengan menyelesaikannya melalui suatu pencarian fakta mengenai fakta-fakta 

yang menimbulkan persengketaan
54

. 

Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan-perbedaan 

mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaanperbedaan tersebut, campur 

tangan pihak lain dirasakan  untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. 

Biasanya para pihak tidak meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga yang 

sifatnya kurang formal. Cara inilah yang disebut dengan  Fakta (inquiry atau fact-

finding).  Cara penggunaan Pencarian Fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-

cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu 

penyelesaian
55

. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu 

permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai 

kedudukan masing-masing pihak
56

. 

Cara ini telah dikenal dalam praktek negara. Disamping itu,  organisasi-

organisasi internasional telah juga memanfaatkan cara penyelesaian sengketa 

melalui pencarian fakta ini
57

. Negara-negara telah pula membentuk badan-badan 

penyelidik baik yang sifatnya ad hoc ataupun terlembaga. Pasal 50 Statuta 

Mahkamah Internasional misalnya mengatakan bahwa Mahkamah dapat "... 

                                                           
54 Peter Behrens, op.cit., hlm. 19. Bandingkan dengan pendapat Collier dan Lowe yang 

menyatakan bahwa "this method of settlement ... does not involve investigation or application of 

rules of law. (Collier and Lowe,  op.cit., hlm. 24). 
 
55 Karl Josef Partsch, "Fact-finding and inquiry" dalam R. Bernhardt  (ed)., Encyclopedia of Public 

International Law, Instalment 1 (1981),  hlm. 61-62; Kohona, op.cit., hlm. 61. 
56 Palitha TB Kohona, op.cit., hlm. 162. 
57 Collier and Lowe, op.cit., hlm. 26. 
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entrust any individual body, bureau, commission or other organization that it may 

select, with the task of carryiing out an inquiry or giving an expert opinion
58

." 

The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 

tahun 1907 dengan tegas mengatakan bahwa laporan komisi (pencarian fakta) 

sifatnya terbatas hanya mengungkapkan fakta-faktanya saja dan bukan merupakan 

suatu keputusan: "is limited to a statement of facts and has in no way the 

character of an award... " (pasal 35). 

c. Mediasi 

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga.  Iabisa 

negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli 

hukum atau ilmuwan). Ia ikut secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia 

dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupa mendamaikan para pihak 

dengan memberikan saran penyelesaian sengketa
59

. Jika usulan tersebut tidak 

diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan 

membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah 

mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat 

disepakati para pihak serta membuat usulah-usulan yang dapat mengakhiri 

sengketa
60

. 

Pasal 3 dan 4 the Hague Convention on the Peaceful Settlement of 

Disputes (1907) menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator 

janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap suatu 

                                                           
58 Palitha TB Kohona, ibid. 

 
59 W. Poeggel and E. Oeser, op.cit., hlm. 515. 
60 ibid., hlm. 23. 
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pihak (yang merasa dirugikan). Tugas utama mediator dalam upayanya 

menyelesaikan suatu sengketa adalah berupaya mencari suatu kompromi yang 

diterima para pihak
61

. Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur-prosedur 

khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan 

prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan para pihak mulai dari proses 

(pemilihan) cara mediasi, menerima atau tidaknya usulah-usulan yang diberikan 

oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator. 

d. Konsiliasi 

Sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi 

menggunakan intervensi pihak ketiga. Konsiliasi adalah cara penyelesaian 

sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu 

cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi 

yang dibentuk oleh para pihak.  Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau 

ad hoc  (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratanpersyaratan 

penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidaklah mengikat 

para pihak
62

. 

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap: tahap 

tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) 

diserahkan kepada badan konsiliasi.Kemudian badan ini akan mendengarkan 

keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran 

tersebut,  tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.  

                                                           
61 W. Poeggel and E. Oeser, op.cit., hlm. 515. 

 
62 Peter Behrens, op. cit., hlm. 24. 
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Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan 

konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan 

kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketanya. Sekali lagi, usulan ini 

sifatnya tidaklah mengikat.  Karenanya diterima tidaknya usulan tersebut 

bergantung sepenuhnya kepada para pihak
63

. 

e. Jasa-jasa baik (Good Offices) 

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan 

bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan 

sengketanya dengan negosiasi. Jadi fungsi utama jasa baik ini adalah 

mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, 

duduk bersama dan bernegosiasi
64

. 

Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat dua 

macam: atas permintaan para pihak atau atas inisiatifnya menawarkan jasa-jasa 

baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara ini, syarat mutlak yang 

harus ada adalah kesepakatan para pihak
65

. 

Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktek negara. Dalam perjanjian-

perjanjian internasional pun penggunaan cara ini tidak terlalu asing. Pada subyek-

subyek hukum ekonomi internasional disamping negara, jasa-jasa baik dikenal 

baik dalam praktek penyelesaian antara pihak-pihak swasta. 

 

                                                           
63

 ibid., hlm. 23. 

 
64 W. Poeggel and E. Oeser, op.cit., hlm. 515. 
65 Peter Behrens, op. cit., hlm. 17. 
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2. Penyelesaian sengketa secara hukum, meliputi : 

a. Arbitrase Internasional 

Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa, dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara 

penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa 

dengan menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan badan arbitrase yang 

telah terlembaga, atau badan arbitrase ad hoc. Meskipun dianggap sebagai 

penyelesaian sengketa internaisonal melalu jalur hukum, keputusan yang 

dihasilkan oleh badan arbitrase tidak dapat sepenuhnya dijamin akan mengikat 

masing-masing pihak, meskipun sifat putusan arbitrase pada prinsipnya adalah 

final dan mengikat. 

Pada saat ini, terdapat sebuah badan arbitrase internasional yang 

terlembaga, yaitu Permanent Court of Arbitration (PCA). Dalam menjalankan 

tugasnya sebagai jalur penyelesaian sengketa, PCA menggunakan UNCITRAL 

Arbitration Rules 1976. 

b. Pengadilan Internasional 

Selain arbitrase, lembaga lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan 

sengketa internasional melalui jalur hukum adalah pengadilan internasional. Pada 

saat ini ada beberapa pengadilan internasional dan pengadilan internasional 

regional yang hadir untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa internasional. 

Misalnya International Court of Justice (ICJ), International Criminal Court, 

International Tribunal on the Law of the Sea, European Court for Human Rights, 

dan lainnya. 
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Kehadiran pengadilan internasional sesungguhnya telah dikenal sejak 

eksisnya Liga Bangsa-Bangsa, yaitu melalui Permanent Court of International 

Justice (PCIJ). Namun seiring dengan bubarnya LBB pasca Perang Dunia II, 

maka tugas dari PCIJ diteruskan oleh ICJ sejalan dengan peralihan dari LBB 

kepada PBB. 

Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum berarti adanya 

pengurangan kedaulatan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Karena tidak ada 

lagi keleluasaan yang dimiliki oleh para pihak, misalnya seperti memilih hakim, 

memilih hukum dan hukum acara yang digunakan. Tetapi dengan bersengketa di 

pengadilan internasional, maka para pihak akan mendapatkan putusan yang 

mengikat masing-masing pihak yang bersengketa. 

Pada dasarnya, tidak ada tata urutan yang mutlak mengenai penyelesaian 

sengketa secara damai. Para pihak dalam sengketa internasional dapat saja 

menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka ke badan peradilan 

internasional seperti International Court of Justice (ICJ/Mahkamah Internasional), 

tanpa harus melalui mekanisme negosiasi, mediasi, ataupun cara diplomatik 

lainnya. PBB tidak memaksakan prosedur apapun kepada negara anggotanya. 

Dengan kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian sengketa, negara-negara 

biasanya memilih untuk memberikan prioritas pada prosedur penyelesaian secara 

politik/diplomatik, daripada mekanisme arbitrase atau badan peradilan tertentu, 

karena penyelesaian secara politik/diplomatik akan lebih melindungi kedaulatan 

mereka.  
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Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai adalah: 

1. Prinsip itikad baik (good faith); 

2. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa; 

3. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa; 

4. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok 

sengketa; 

5. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (konsensus); 

6. Prinsip penggunaan terlebih dahulu hukum nasional negara untuk 

menyelesaikan suatu sengketa prinsip exhaustion of local remedies); 

7. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan 

integritas wilayah negara-negara. 

Disamping ketujuh prinsip di atas, Office of the Legal Affairs PBB 

memuat prinsip-prinsip lain yang bersifat tambahan, yaitu: 

1. Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri 

para pihak; 

2. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri; 

3. Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara; 

4. Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional 

 

2. Penyelesaian Sengketa dalam Piagam ASEAN 

Latar belakang lahirnya Piagam ASEAN tidak dapat dihindarkan dari 

serangkaian kesepakatan yang telah dibuat secara sadar oleh para pemimpin 

ASEAN. Diawali oleh Deklarasi Kuala Lumpur tentang Pembentukan Piagam 
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ASEAN, 17 Desember 2005, yaitu yang membentuk Eminent Persons Group 

(EPG), yang bertugas untuk memformulasi rekomendasi dan petunjuk dalam 

penyusunan Piagam ASEAN. Sejarah berlanjut dengan Deklarasi Cebu tentang 

Blue Print Piagam ASEAN, 13 Januari 2007, dengan membentuk High Level Task 

Force (HLTF) yang bertugas untuk penyusunan draft Piagam ASEAN, negosiasi 

dan formulasi piagam. HLTF kemudian mengadakan beberapa pertemuan; 13 kali 

diantara mereka, 3 kali dengan ASEAN Ministrial Meeting (AMM) serta 

pertemuan dengan konferensi-konferensi koordinasi sosial budaya dan ekonomi, 

politik keamanan, AIPA, Ormas dan LSM. Draft final piagam kemudian diadopsi 

oleh AMM terlebih dahulu sebelum persetujuan dari para kepala negara atau 

pemerintahan ASEAN dalam KTT ASEAN ke -13 di Singapura, 20 November 

2007.
66

 

Salah satu bab yang terdapat dalam Piagam ASEAN adalah mengenai 

penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab VIII (Pasal 22-28). Sebelum melihat 

ketentuan tentang penyelesaian sengketa dalam piagam, kita harus melihat dahulu 

mukadimah yang terdapat dalam piagam ASEAN. 

Dalam bab pembukaan dinyatakan bahwa dengan menghormati 

persahabatan dan kerjasama serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam TAC 

dengan beberapa prinsip tambahan yaitu, bersatu dalam perbedaan serta 

konsensus. Dengan melihat pembukaan piagam seperti itu, maka TAC dapat 

dianggap sebagai salah satu rujukan yang digunakan dalam pembentukan Piagam 

ASEAN. 

                                                           
66 http://khafidsociality.blogspot.com/2011/06/penyelesaian-sengketa-di-asean-sebelum.html . 

diakses pada tanggal 25 Desember 2012 
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Berikut penulis akan memaparkan beberapa pasal beserta penjelasan alur 

penyelesaian sengketa yang terdapat di dalam Piagam ASEAN 2007 : 

1. Pasal 2 Piagam ASEAN yang menyebutkan prinsip-prinsip fundamental, 

pada ayat (2) poin (d), dapat dibaca bahwa penyelesaian sengketa secara 

damai masih merupakan salah satu prinsip utama dalam Piagam ASEAN. 

2. Apabila kita beralih kepada Bab VIII, Piagam ASEAN, maka judul bab 

tersebut tidah memasukan kata pacifiq (damai), judul bab tersebut hanya 

tertulis Settlement of Dispute (penyelesaian sengketa). Penggunaan judul 

bab tersebut terlihat tidak konsisten dengan prinsip yang disebutkan dalam 

Pasal 2 ayat (2) poin (d). Padahal jika kita merujuk dalam ayat (1) dalam 

pasal yang sama, menyebutkan bahwa dalam mencapai tujuan ASEAN, 

harus didasari dari deklarasi, Treaty, Agreement, Convention, Concord dan 

instrumen lain yang ada dalam ASEAN, maka penyelesaian sengketa yang 

menjadi rujukan dalam piagam pastilah TAC 1976. Ketentuan dalam TAC 

secara jelas dalam Bab IV, yang menggunakan judul Pacifiq Settlement of 

Disputes (Penyelesaian Sengketa Secara Damai). Meskipun ada 

kejanggalan dalam penamaan judul bab, kini harus dilihat bagaimana 

pengaturan penyelesaian sengketa dalam Piagam ASEAN. 

3. Kemudian Pasal 22 menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang dianut dalam 

penyelesaian sengketa menurut Piagam. Prinsip tersebut adalah dialog, 

konsultasi dan negosiasi (ayat 1). Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa ASEAN 

harus membuat mekanisme penyelesaian sengketa di semua bidang 

kerjasama. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam tiap bidang antara lain 
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politik-keamanan, ekonomi dan sosial-budaya akan memiliki mekanisme 

penyelesaian sengketanya masing-masing. 

4. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam Piagam ASEAN hanya 

menganut jasa-jasa baik, konsiliasi, dan mediasi. Ketua atau Sekjen 

ASEAN dapat dimintakan untuk menyediakan mekanisme tersebut (Pasal 

23). Ketentuan ini jauh lebih berkurang dibanding dengan yang diatur 

dalam TAC, dimana penyelidikan (inquiry) tidak dimasukkan dalam 

mekanisme piagam. 

5. Selanjutnya dalam Pasal 24 mengatur mengenai penyelesaian sengketa 

yang terdapat dalam instrumen yang spesifik. Pada ayat (1) disebutkan 

apabila dalam instrumen tertentu telah diatur mekanisme penyelesaian 

sengketanya, maka mekanisme itu yang digunakan. Apabila terjadi 

perselisihan yang tidak berkaitan dengan instrumen yang spesifik, maka 

mekanisme yang digunakan adalah TAC 1976 beserta aturan dan 

prosedurnya, 2001. Pada ayat terakhirnya adalah, apabila berhubungan 

dengan kesepakatan ekonomi, maka penyelesaian sengketanya 

diselesaikan dengan menggunakan mekanisme ASEAN Protocol on 

Enhanced Dispute Settlement Mechanism, 2003 sebagai pengganti dari 

Dispute Settlement Mechanism, 1996. 

6. Jika melihat materi yang diatur dalam pasal 24 ini, maka piagam menganut 

pluralitas hukum, hal ini disatu pihak dapat merugikan perkembangan 

hukum ASEAN. Secara umum, sebaiknya pembagian perselisihan cukup 
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dibagi dua saja, antara sengketa politik atau hukum. Hal ini sesuai dengan 

apa yang terdapat dalam mekanisme PBB. 

7. Pasal 25 menentukan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dengan 

menggunakan mekanisme arbitarase, apabila mekanisme yang tersedia 

dalam ASEAN sudah tidak ada lagi. 

8. Pasal 26 mengatur mengenai perselisihan yang tidak dapat diselesaikan 

dengan beragam mekanisme yang telah diatur dalam piagam ini, maka 

sengketa tersebut akan deselesaikan melalui KTT. 

9. Pasal 27 mengatur tentang tugas sekjen untuk melaporkan hal penaatan 

atas putusan telah dihasilkan oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang 

ada dalam ASEAN, dan kemudian melaporkanya dalam KTT. (ayat 1). 

10. Apabila ada pihak yang terpengaruh dengan penidaktaatan hasil putusan 

salah satu mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, maka negara 

tersebut dapat meminta KTT untuk mengambil keputusan. (ayat 2) 

11. Dan dalam pasal 28 mengatur diperbolehkannya menggunakan mekanisme 

PBB pasal 33 ayat 1 untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, 

apabila dirasa tidak ditemukan mekanisme penyelesaian sengketa dalam 

piagam. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, salah satu tahapan yang harus 

dilalui adalah melakukan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan dalam 

rencana penulisan. Adapun lokasi penelitian penulis adalah di Perpustakaan Unit 

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 

Makassar. Dimana data-data ini dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian 

serta menggunakan fasilitas akses internet secara online. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu 

penelitian kepustakaan atau library Research dengan cara meneliti berbagai bahan 

pustaka atau data sekunder seperti; seperti buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, 

koran, artikel dari internet, dan yang lainnya yang terkait dengan pokok bahasan 

penulis.  

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 

bersumber dari : 

a. Bahan Primer, yaitu bahan hukum yang dileluarkan oleh pihak yang 

berwenang, bersifat mengikat dan/atau merupakan aturan umum 

seperti Undang-undang Dasar, peraturan perundang-undangan, 
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dokumen-dokumen kenegaraan resmi, yurisprudensi, traktat, konvensi 

dan dokumen lainnya. 

b. Bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer seperti; buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal 

hukum, hasil penelitian, majalah, koran dan sebagainya
67

. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan 

primer dan sekunder seperti; kamus bahasa Indonesia, kamus hukum 

dan sebagainya
68

. 

2. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis melalui 

penelitian pustaka (Library Research), studi dokumen dengan cara identifikasi isi. 

Data diidentifikasi dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari bahan 

pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti Konvensi-Konvensi 

Internasional, dokumen resmi kenegaraan, buku-buku, majalah, koran, artikel dari 

internet, jurnal dan yang lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang 

ditulis oleh penulis. 

3. Teknik Analisis Data 

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 

menghasilkan pembahasan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dibahas, 

maka perlu menggunakan suatu teknis analisis data tertentu yang sesuai dengan 

metode dan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis 

menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu menganilisa 

                                                           
67 Soerjono Soekanto. 1986. “Pengantar Penelitian Hukum‖. Jakarta. UI Press, Halaman 12 
68

 Bambang Sunggono, 2001. ―Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)”, Jakarta. PT 

Raja Grafindo Persada, Halaman 117 
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data yang diperoleh dari studi lapangan yang telah ada dan kepustakaan dengan 

cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek penelitian yang diperoleh 

dari hasil penelitian.    

4. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 

menyusun penelitian ini dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut; 

1. BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah yang merupakan permasalahan yang akan dibahas, 

tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan arah penelitian dan hal-

hal yang diharapkan oleh penulis pada penelitian ini. 

2. BAB II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari pengertian-pengertian 

dasar, pendapat para pakar dan materi-materi terkait dengan 

permasalahan yang dibahas. 

3. BAB III Metode Penulisan, menguraikan lokasi penelitian, teknik 

pengumpulan dan analisis data serta sistematika penulisan. 

4. BAB IV Pembahasan, memuat analisis permasalahan yang didasarkan 

pada data dan/atau informasi serta tinjauan pustaka untuk menjawab 

rumusan masalah dan menghasilkan gagasan. 

5. BAB V Penutup, memaparkan kesimpulan yang bersinergi dengan 

pembahasan dan kerangka pemikiran, beserta saran-saran berupa hasil 

analisis penulis. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Latar Belakang Lahirnya Klaim Sepihak atas Kepulauan Spratly 

Kepulauan spratly merupakan sebuah gugus kepulauan di Laut Cina 

Selatan yang menjadi objek sengketa oleh beberapa negara anggota ASEAN dan 

Cina. Potensi alam yang berlimpah dan letaknya yang strategis dalam navigasi 

pelayaran internasional menjadikan Negara-negara seperti Vietnam, Filipina, 

Malaysia, Brunei Darussalam serta Cina mengajukan klaim sepihak dengan 

menggunakan dalil-dalilnya masing-masing. Adalah Vietnam dan Cina yang 

paling tegas menyatakan klaimnya secara penuh atas kepemilikan Kepulauan 

Spratly, Bahkan Cina telah memasukkan Kepulauan Spratly ke dalam undang-

undang kemaritimnya. Berbeda dengan Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam 

hanya mengajukan klaimnya secara sebagian. Klaim yang begitu tegas antara 

Vietnam dan Cina tak jarang berujung dengan perseteruan. 

Berikut dasar klaim dari negara-negara yang bersengketa:  

1. Klaim Cina 

Republik Rakyat Cina (RRC) adalah negara dengan penduduk 

terbanyak di dunia, dengan populasi melebihi 1,3 miliar jiwa, yang 

mayoritas merupakan bersuku bangsa Han. RRC juga adalah negara 

terbesar di Asia Timur, dan ketiga terluas di dunia, setelah Rusia dan 

Kanada. RRC berbatasan dengan 14 negara: Afganistan, Bhutan, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Populasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Han
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://id.wikipedia.org/wiki/Afganistan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bhutan
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Myanmar, India, Kazakhstan, Kirgizia, Korea Utara, Laos, Mongolia, 

Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan dan Vietnam69. 

 

Gambar 5. Peta Republik Rakyat Cina 

Sumber :www.travelchinaguide.com/images/map/china/china-map-

1.jpg 

Klaim Cina terhadap Kepulauan Spratly lebih didasarkan pada 

sejumlah catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-

peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Berdasarkan 

penemuan-penemuan tersebut, Cina menyatakan bahwa Kepulauan Spratly 

secara historis merupakan wilayah kekuasaan Cina sejak masa Kekaisaran 

Dinasti Han, yakni 206-220 SM sampai ke masa Dinasti Ming dan Dinasti 

Ching yang berkuasa pada tahun 1400-an M. Klaim ini didukung bukti-

bukti arkeologis Cina dari Dinasti Han. 

Klaim ini bertahan hingga meletusnya Perang Dunia I. Pasca 

Perang Dunia I, kedaulatan menjadi masalah sensitif bagi negara-negara 

                                                           
69 http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Cina. duakses pada tanggal 15 Oktober 2012 

http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar
http://id.wikipedia.org/wiki/India
http://id.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kirgizia
http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Laos
http://id.wikipedia.org/wiki/Mongolia
http://id.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Tajikistan
http://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Cina
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pada akhir abad 18. Pada waktu itu, terjadi tumpang tindih klaim atas 

kepulauan tersebut oleh beberapa negara yaitu Perancis, Inggris, dan 

Jepang  yang  melakukan  ekspansi ke wilayah-wilayah di sekitar Laut 

Cina Selatan. Pasca Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1971, Cina 

mengumumkan peta wilayah kedaulatannya termasuk kepulauan-

kepulauan beserta gugusannya di Kepulauan Spratly yang sebenarnya 

secara de jure belum jelas kepemilikannya. 

Pada tahun 1988 Cina membangun konstruksi dan instalasi militer 

secara besar-besaran. Secara de facto, Cina mengukuhkan kedaulatannya 

atas Kepulauan Spratly dengan menempatkan pasukan militernya untuk 

berlatih sekaligus menjaga kepulauan tersebut. Sedangkan secara de jure, 

pada tanggal 25 Febuari 1992 Pemerintah Cina mengeluaran Undang-

Undang tentang Laut Teritorial dan Contiguous Zone yang memasukkan 

Kepulauan Spratly sebagai wilayahnya. Pada September 1996 Cina 

kembali menunjukkan ambisinya untuk memasukkan wilayah ini ke dalam 

wilayah maritim Cina. Akan tetapi klaim ini diprotes oleh Badan Kerja 

Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI karena masih adanya sengketa di 

wilayah tersebut. Dalam berbagai kesempatan Cina juga melakukan 

provokasi-provokasi dengan melakukan pengusiran nelayan-nelayan dari 

negara lain seperti Filipina, Taiwan, dan Vietnam yang melakukan 

kegiatan di perairan Kepulauan Spratly. 
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2. Klaim Vietnam 

Vietnam bernama resmi Republik Sosialis Vietnam adalah negara 

paling timur di Semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam 

berbatasan dengan Republik Rakyat Cina (RRC) di sebelah utara, Laos 

di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya dan di sebelah 

timur terbentang Laut China Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta 

jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia
70

. 

 

Gambar 6. Peta Vietnam 

Sumber:https://lh3.googleusercontent.com/-

QzOkeasttOA/TWswuDt_-

GI/AAAAAAAABzM/gkIstInN0CE/s1600/peta+vietnam.jpg 

 

Berbeda dengan Cina, Vietnam mengklaim bahwa Kepulauan 

Spratly adalah bagian dari wilayahnya yang sudah dieksplorasi sejak 

                                                           
70 http://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2012 

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Semenanjung
http://id.wikipedia.org/wiki/Indochina
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Cina
http://id.wikipedia.org/wiki/Laos
http://id.wikipedia.org/wiki/Kamboja
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_China_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam
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abad 17. Vietnam terlibat sengketa ini sejak sebelum bersatunya 

Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pada tahun 1951 Vietnam Selatan 

menegaskan haknya atas kepulauan Spratly dalam konfrensi San 

Francisco. Pasca re-unifikasi, Vietnam juga tidak henti-hentinya 

menegaskan kembali tuntutannya atas kepulauan tersebut dalam 

berbagai kesempatan. Vietnam mulai menyatakan pemilikannya atas 

Kepulauan Spratly pada tahun 1975 dengan menempatkan tentaranya di 

13 pulau di Kepulauan tersebut. Sama halnya dengan Cina, Vietnam 

juga melakukan banyak aktivitas di wilayah tersebut. Angkatan Laut 

Vietnam rutin melakukan patroli di wilayah perairan Kepulauan 

Spratly. Vietnam juga beberapa kali mengadakan latihan perang dengan 

menggunakan peluru hidup di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk 

membalas proovokasi yang dilakukan oleh Cina. 

Rangkaian kejadian ini kemudian mengakibatkan terjadinya 

beberapa kali konflik senjata. Konflik senjata pertama kali terjadi di 

wilayah Laut Cina Selatan pada tahun 1974 yaitu antara Cina dan 

Vietnam. Untuk kedua kalinya, pada tahun 1988 konflik senjata antara 

Vietnam dan Cina kembali muncul. Konflik ini dilatarbelakangi oleh 

makin intensifnya persaingan Cina dan Vietnam di daerah perairan Laut 

Cina Selatan. Konflik ini menegasan kembali klaim-klaim yang 

dilakukan Cina dan Vietnam atas kepulauan Spratly, serta 

meningkatnya militerisasi Cina, Vietnam, dan negara-negara pengklaim 

lainnya. 
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3. Klaim Filipina 

Filipina adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara, sebelah 

utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan sebuah negara 

kepulauan. Negara ini terdiri dari 7.107 pulau. Filipina seringkali dianggap 

sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara di mana pengaruh budaya 

Barat terasa sangat kuat
71

. 

 

Gambar 7. Peta Filipina 

Sumber: http://www.islandsproperties.com/maps/img-maps/map-

phils-gold.gif 

 

Filipina juga ikut mengklaim Kepulauan Spratly sebagai 

wilayah kedaulatannya. Filipina pernah menduduki gugusan pulau ini 

                                                           
71 http://id.wikipedia.org/wiki/Filipina diakses pada tanggal 15 Oktober 2012 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Republik
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http://id.wikipedia.org/wiki/Filipina
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pada sekitar tahun 1970-an dengan alasan karena kawasan tersebut 

merupakan daerah yang tidak dimiliki oleh negara manapun. 

Pernyataan tersebut berdasarkan pada rujukan Perjanjian Perdamaian 

San Francisco 1951 yang berisi tentang pelepasan hak Jepang atas 

Kepulauan Spratly. Pada tahun 1968 Filipina mulai menempatkan 

marinir pada 9 pulau di Kepulauan Spratly untuk mengukuhkan 

klaimnya di wilayah tersebut. 

Pada kurun waktu antara tahun 1970an-2011, ada cukup banyak 

insiden yang melibatkan konfrontasi Filipina dengan Cina di Kepulauan 

Spratly. Insiden ini terkait dengan aktivitas nelayan Filipina di sekitar 

kepulauan tersebut yang seringkali dianggap melanggar wilayah 

kedaulatan Cina, sehingga terjadi penembakan nelayan Filipina oleh 

marinir Cina. Insiden lain adalah mengenai kasus survei ilmiah Cina 

yang disalahpahami sebagai kegiatan militer. 

 

4. Klaim Malaysia 

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas 

negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan 

luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan 

Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk 

negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua 

kawasan — Malaysia Barat dan Malaysia Timur — oleh Kepulauan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Federasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_bagian_di_Malaysia
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_bagian_di_Malaysia
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
http://id.wikipedia.org/wiki/Putrajaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Natuna
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Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan 

dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina72.  

 

Gambar 8. Peta Malaysia 

Sumber: http://2.bp.blogspot.com/-boSUquMYZXw/Twg55Li-

TgI/AAAAAAAAEg4/8gzaIH5TxWw/s1600/peta+malaysia.gif 

 

Malaysia merupakan negara terakhir yang menempatkan 

pasukannya di kepulauan tersebut. Pada akhir tahun 1977, Malaysia 

menempatkan sejumlah pasukannya dan menduduki sembilan pulau 

dari kelompok Kepulauan Spratly. Pada tahun 1979, Malaysia 

mengklaim 11 pulau di bagian Tenggara Kepulauan Spratly 

berdasarkan peta batas landas kontinen Malaysia yang 
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 http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia. diakses pada tanggal 15 Oktober 2012 
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menggambarkan bahwa sebagian dari gugusan Kepulauan Spratly 

merupakan bagian dari negaranya. Pada 4 September 1983, Malaysia 

mengirim sekitar 20 Pasukan Komando ke Terumbu Layang-layang, 

dan pada tahun yang sama Malaysia melakukan survey dan kembali 

menyatakan bahwa kepulauan tersebut berada di perairan Malaysia. 

5. Klaim Brunei Darussalam 

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di 

Asia Tenggara. Letaknya di bagian utara Pulau Borneo/Kalimantan 

dan berbatasan dengan Malaysia. Brunei terdiri dari dua bagian yang 

dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Negara ini terkenal dengan 

kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam, 

baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat
73

. 

 

Gambar 9. Peta Brunei Darussalam 

Sumber:http://3.bp.blogspot.com/_MgfFnb8nlkU/TRmLEC__LPI/

AAAAAAAAFI8/9Ofxx8a49_E/s1600/gambar-peta-Brunei.jpg 

                                                           
73  http://id.wikipedia.org/wiki/Brunei. diakses pada tanggal 15 Oktober 2012 
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Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara yang menahan diri 

untuk tidak menempatkan angkatan bersenjatanya di wilayah Kepulauan Spratly. 

Brunei yang baru merdeka dari Inggris pada 1 Januari 1984 juga ikut dalam 

sengketa di Laut Cina Selatan ini. Akan tetapi, Brunei tidak mengklaim gugusan 

pulau dari Kepulauan Spratly, melainkan mengklaim perairan yang berada di 

sekitar kepulauan tersebut. Klaim Brunei hampir serupa dangan Malaysia yaitu 

didasarkan pada doktrin Landas Kontinental. Akan tetapi yeng membedakannya 

adalah penarikan garis-garis batas yang ditarik secara tegak lurus dari dua titik 

terluar pada garis pantai Brunei Darussalam. 

Terlepas dari semua klaim yang dijadikan sebagai dalil oleh negara-negara 

yang bersengketa di atas, di dalam prinsip-prinsip umum hukum internasional 

sendiri telah dijelaskan bahwa cara memperoleh wilayah harus disesuaikan 

dengan keadaan wilayah tersebut pada saat klaim itu diajukan, yakni pendudukan 

(occupation), hak-hak sejarah (historical rights), prinsip kedekatan wilayah 

(adjacency and proximity), penyerahan (cession), dan penaklukan (conquest)
74

 

 

 

 

 

                                                           
74 J.G Starke, op cit.,hlm.212 
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B. Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Indonesia dalam 

Menyelesaikan Sengketa di Kepulauan Spratly 

Meningkatnya eskalasi konflik  perbatasan di Laut Cina Selatan, 

khususnya di Kepulauan Spratly dalam beberapa tahun terakhir ini telah 

menimbulkan Global Attentions. Tak bisa dipungkiri bahwa hal ini melahirkan 

suasana yang tidak kondusif di kawasan ASEAN. Sehingga sangat dibutuhkan 

solusi cerdas oleh semua negara anggota ASEAN dalam menyelesaikan konflik 

ini, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara yang memiliki kepedulian yang 

tinggi dalam hal menjaga perdamaian dunia pada umumnya,  dan di kawasan Asia 

Tenggara khususnya. Track Record Indonesia yang baik ini tak jarang mendapat 

apresisasi dan dijadikan sebagai ikon perdamaian dunia. Sebagai negara 

demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India, Indonesia 

sejauh ini telah berusaha melakukan upaya-upaya yang dapat dijadikan solusi 

untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan, khususnya yang terjadi di 

Kepulauan Spratly. 

Indonesia dapat berperan efektif dalam mendudukkan para negara 

pengklaim untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini 

penting untuk dilakukan karena stabilitas kawasan Asia Tenggara berikut Laut 

China Selatan merupakan modal utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, 

bukan hanya bagi negara-negara anggota ASEAN, tetapi juga bagi mitra ASEAN 

seperti Jepang, Korea, dan China, mengingat Laut China Selatan merupakan jalur 

laut utama bagi lalu lintas perdagangan Asia Timur. Langkah-langkah progresif 
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yang dilakukan Indonesia terkait sengketa tersebut sejauh ini adalah melakukan 

diplomasi dengan negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini. Jika dirunut 

lebih jauh, Indonesia telah mengupayakan beberapa forum bersama, mulai dari 

lokakarya hingga forum-forum formal maupun informal guna mencarikan solusi 

terkait sengketa ini. 

Penyamaan persepsi oleh negara-negara pengklaim  terkait kondisi Laut 

Cina Selatan, khususnya tentang kepulauan spratly merupakan suatu kendala 

krusial yang perlu dikonsolidasikan negara anggota ASEAN yang turut 

mengklaim, dan juga Cina sebagai salah satu mitra ASEAN. Penyamaan persepsi 

ini sangatlah diperlukan karena merupakan poin penting dalam upaya 

penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, posisi Indonesia sebagai penengah ataupun 

mediator sangat dibutuhkan, terutama karena faktor pengalaman dan diplomasi 

yang santun serta cukup efektif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN 

sejauh ini. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia terbilang sangat berhasil, 

dimana Indonesia telah melakukan banyak pertemuan yang bersifat formal 

ataupun informal dengan negara-negara pengklaim untuk penyelesaian konflik 

secara damai. Peran penting Indonesia itu dapat dilihat ketika menjadi ketua 

ASEAN 2011 lalu. Saat itu, intensitas pertemuan negara anggota ASEAN maupun 

dengan mitra ASEAN. Di bawah Indonesia, ASEAN mampu menyelesaikan 

sengketa teritorial antara Thailand dan Kamboja secara damai, dimana Piagam 

ASEAN sebagai patronnya. Dengan keberhasilan tersebut, Indonesia dinilai 
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mampu menjadi fasilitator atau mediator dalam upaya menyelesaikan konflik di 

Laut Cina Selatan, khususnya mengenai klaim beberapa Negara terhadap 

kepulauan spratly. Namun, hal yang perlu disadari bahwa, untuk  menciptakan 

kondisi/keadaan yang damai dan kondusif di kawasan ASEAN, Indonesia tidak 

serta merta bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi secara sendiri, perlu 

dukungan dan kerjasama yang baik dengan negara anggota ASEAN lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari analisis yang telah penulis paparkan pada Bab IV dapat ditarik 

beberapa kesimpulan penting mengenai peranan Indonesia dalam upaya 

menyelesaikan sengketa atas klaim beberapa negara  ASEAN dan Cina terhadap 

Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, yaitu 

1. Dasar klaim yang berbeda terhadap Kepulauan Spratly oleh masing-

masing pihak yang bersengketa, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

a. Cina, mendasarkan klaimnya dengan landasan historis, yang dimulai 

sejak masa Kekaisaran Dinasti Han, yakni 206-220 SM sampai ke 

masa Dinasti Ming dan Dinasti Ching yang berkuasa pada tahun 1400-

an M. Klaim ini didukung bukti-bukti arkeologis Cina dari Dinasti Han 

serta sejumlah catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen 

kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. 

b. Vietnam, menjadikan hukum internasional sebagai dasar klaim, yakni 

Konferensi San Fransisco 1951 dan ZEE UNCLOS 1982 beserta aspek 

sejarah penguasaan wilayah kepulauan spratly pada abad 17 di bawah 

Distrik Binh Son 

c. Filipina, Dasar klaimnya adalah Konferensi San Fransisco 1951 dan 

UNCLOS 1982 terkait Zona Ekonomi Ekslusif, yang secara langsung 
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menjadikan Filipina berhak atas beberapa pulau dari gugusan 

kepulauan spratly 

d. Malaysia, mengklaim beberapa pulau dari gugusan kepulauan spratly 

bedasar prinsip landas kontinen dan ZEE 

e. Brunei Darussalam, Negara ASEAN terakhir yang mengklaim, namun 

hanya wilayah perairan disekitar kepulauan spratly saja, bukan 

gugusan pulaunya berdasar prinsip landas kontinen.  

2.  Indonesia sejauh ini telah mengusahakan penyelesaian sengketa secara 

damai dengan memanfaatkan forum-forum regional dan pendekatan-

pendekatan secara formal maupun informal dengan negara-negara yang 

bersengketa, hal ini dapat dilihat sewaktu Indonesia menjadi Ketua 

ASEAN tahun 2011 lalu. Bahkan sampai saat inipun upaya-upaya tersebut 

masih terus diupayakan.  

B. Saran 

Mengacu dari hal-hal yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan 

bahwa masih terdapat begitu banyak permasalahan regional, terutama masalah 

kedaulatan yang harus dilakukan penanganan yang tepat, cepat  dan solutif dengan 

memanfaatkan serta memaksimalkan segala instrumen yang ada. Sehingga 

menghasilkan sebuah instrumen penyelesaian konflik yang mengikat dan  dapat 

melakukan langkah-langkah preventif nantinya, guna menciptakan iklim yang 

kondusif di kawasan. 
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Adapun saran-saran yang penulis ajukan terkait dengan pembahasan 

peranan Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa atas klaim beberapa 

negara  ASEAN dan Cina terhadap Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan ini 

yaitu : 

1. Perlu ada sebuah regulasi yang bisa mengikat secara universal setiap 

negara terkait mekanisme pengklaiman terhadap suatu wilayah oleh PBB 

dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum internasional yang ada. 

2. Demi menjaga stabilitas kawasan dan Laut Cina Selatan, terutama di 

Kepulauan Spratly. Indonesia dengan  bermodalkan itikad baik yang 

selama ini ditunjukkan oleh masing-masing negara pengklaim diharapkan 

dapat mengakselarasi dan merealisasikan declaration of conduct  menjadi 

code of conduct. Dan perlu dibentuk suatu lembaga permanen yang dapat 

mengatur negara-negara yang berkonflik dalam kawasan Asia Tenggara, 

yang didalamnya akan membicarakan mengenai penyelesaian konflik 

secara diplomatik, yang nantinya akan melibatkan negara-negara yang 

berkonflik dalam suatu perundingan,  serta wadah untuk mengkaji isu-isu 

kekinian, prospek, dan tantangan di kawasan ASEAN, terkhusus di Laut 

Cina Selatan.  

 

 

 

 


